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PERSETUJUAN PEMBIMBING 
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PENGESAHAN 
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MOTTO 

 

طَمَعًاۗ اِنَّ رَحَْْتَ اللّهِٰ وَلََ تُ فْسِدُوْا فِِ الََْرْضِ بَ عْدَ اِصْلََحِهَا   وَادْعُوْهُ خَوْفاً وَّ
نَ الْمُحْسِنِيَْ   قَريِْبٌ مِٰ

 
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 

sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya 

dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan 

dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada 

orang-orang yang berbuat baik.” 

(QS. Al-A’raf :56)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Tim Penerjemah, Program Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: 

Kementrian Agama RI, 2019). 
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 Ditulis Jizyah جزيه 
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ABSTRAK 

Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak membuat 

masyarakat merasa tenang, khususnya masyarakat sekitar kegiatan 

pertambangan. Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebut pasal karet 

karena dapat menjadi alat kriminalisasi terhadap masyarakat yang 

merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan akibat 

dampak kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, pertanyaan pokok dalam skripsi ini yaitu: Pertama, 

bagaimana dasar pemidanaan dalam pasal 162 Undang-Undang 

Minerba? Kedua, bagaimana perspektif hukum pidana Islam dalam 

pemidanaan pada pasal 162 Undang-Undang Minerba? 

Penelitian ini dilakukan pada Putusan Pengadilan Negeri 

Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn. Jenis penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini 

menemukan dua hal, Pertama, Tujuan tindak pidana dalam 

menetapkan perbuatan kejahatan sebagaimana dimaksud Putusan 

Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn 

telah menimbulkan pemidanaan melalui kebijakan kriminalisasi 

dalam menetapkan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 162 

Undang-Undang Minerba yang kehilangan makna dan tujuan dari 

pemidanaan sesuai dengan prinsip nilai, prinsip kemanfaatan, dan 

prinsip kemanusiaan. Kedua, Sanksi tindak pidana pada Pasal 162 

Undang-Undang Minerba yang diberikan berupa ta’zir, sedangkan 

dalam hukum Islam berdasarkan fiqh lingkungan ini sangat 

berkaitan dengan konsep Maqasid al-Syariah karena dalam 

menjaga kelestarian lingkungan hidup ada unsur maslahat yang 

merupakan inti dari Maqasid al-Syariah yang ada lima (ushulul 

khomsah) 1. Menjaga agama (hifdzu din) 2. Menjaga jiwa (hifdzu 

nafs) 3. Menjaga akal (hifdzu aql) 4. Menjaga keturunan (hifdzu 

nasl) 5. Menjaga harta (hifdzu mal). 

Kata Kunci : Pemidanaan, Pertambangan, Hukum Pidana Islam. 
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ABSTRACT 

The ratification of the revision of Law Number 3 of 2020 

concerning Mineral and Coal Mining does not make people feel 

calm, especially people around mining activities. Article 162 of 

Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining is 

called a rubber article because it can be a tool of criminalization 

against people who obstruct or disrupt mining business activities 

due to the impact of environmental damage. Based on this 

background, the main questions in this thesis are: First, what is the 

basis for punishment in article 162 of the Minerba Law? Second, 

what is the perspective of Islamic criminal law in sentencing in 

article 162 of the Minerba Law? 

This research was conducted based on the Decision of the 

Bojonegoro District Court Number: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn. 

This type of research uses normative juridical research. This 

research found two things, First, the purpose of criminal acts in 

determining criminal acts as intended by the Bojonegoro District 

Court Decision Number: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn has given rise 

to punishment through criminalization policies in determining 

penalties as intended in Article 162 of the Minerba Law which 

loses the meaning and purpose of punishment in accordance with 

the principles of values, principles of benefit, and principles of 

humanity. Second, the sanctions for criminal acts in Article 162 of 

the Mineral and Coal Law are given in the form of ta'zir, whereas 

in Islamic law based on environmental fiqh this is closely related 

to the concept of Maqasid al-Syariah because in preserving the 

environment there is an element of benefit which is the core of the 

five Maqasid al-Syariah (ushulul khomsah) 1. Protecting religion 

(hifdzu din) 2. Protecting the soul (hifdzu nafs) 3. Protecting reason 

(hifdzu aql) 4. Protecting offspring (hifdzu nasl) 5. Protecting 

property (hifdzu mal). 

Keywords: Punishment, Mining, Islamic Criminal Law.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengelolaan serta Pemberian Izin Usaha pertambangan di 

Indonesia yang awalnya kewenangan tersebut diserahkan pada 

masing-masing daerah yang memiliki potensi sumber daya 

alam, seperti tercantum dalam BAB VI Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen mengenai 

Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 18 ayat (5) dicantumkan 

bahwa ”Pemerintah Daerah menjalankan Otonomi seluas-

luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-

Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. 

Otonomi Daerah itu sendiri adalah hak, wewenang dan 

kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai 

dengan peraturan Perundang-Undangan.1 

Namun saat ini, Pengelolaan pertambangan Mineral dan 

Batubara (Minerba) di Indonesia memasuki babak yang baru. 

Kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara 

yang ada di daerah akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan 

berlaku secara nasional. Hal tersebut sesuai dengan Undang-

 
1 Azmi Fendri. Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah 

Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara. Jakarta: 

Rajawali Pers. 2016. 62. 
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Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara.  

Dalam pengesahan Undang-Undang Minerba, terdapat 

pasal yang menjadi perhatian utama karena adanya beberapa 

pasal yang sangat merugikan masyarakat. Selain itu, 

pengesahan Undang-Undang Minerba Tahun 2020 juga 

berdampak pada pekerja sektor mineral dan batubara, 

mengingat adanya perubahan dalam Undang-Undang Minerba 

yang baru saja disahkan. Hal ini tentu saja merugikan para 

pekerja karena hal tersebut mereka akan kehilangan sumber 

pendapatannya.2 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 merupakan 

penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Industri Pertambangan Mineral dan Batubara, 

Mengatur penambahan pasal baru dan penghapusan beberapa 

pasal yang mungkin tidak dapat menangani masalah penegakan 

hak pertambangan di industri pertambangan dengan kondisi 

yang sebenarnya. Namun dalam proses pengesahannya, banyak 

parpol yang berpendapat bahwa Undang-Undang Minerba tidak 

baik untuk lingkungan dan hanya menguntungkan para 

pengusaha. Untuk menjamin manfaat ekonomi bangsa, perlu 

 
2 Muhammad Khansa Fernandra, UU Minerba : kontroversi dan keuntungan 

pihak tertentu, https://kumparan.com, diakses pada tanggal 30 November 2023, 

jam 02.14 
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dilakukan rehabilitasi ekosistem meskipun hal ini memrlukan 

biaya. Pengerukan sumber daya alam harus memberikan 

keuntungan bagi masyarakat dan tidak boleh mengancam 

pembangunan berkelanjutan dengan adanya degredasi serta 

harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan 

masyarakat sekitar.3 

Salah satu Pasal yang dipermasalahkan adalah Pasal 162 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara (UU Minerba). 

Pasal ini berbunyi ”Setiap orang yang merintangi atau 

mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang 

IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda 

paling banyak Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah)”.4 

Pasal ini disebut pasal karet karena dapat menyebabkan 

kriminalisasi terhadap masyarakat dan kelompok masyarakat 

sipil yang merintangi praktik merusak lingkungan hidup di 

perusahaan tambang. Pemberlakuan Undang-Undang Minerba 

terbaru juga berarti konsekuensi dari kegiatan pertambangan 

 
3 Ribut Lupiyanto, Pengesahan UU Minerba dan Potensi Besar Korupsi di 

Sektor Energi dan Pertambangan, https://www.mongaboy.co.id, diakses 30 

November 2023, jam 02.38 
4 Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara. 
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tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga 

menimbulkan kekhawatiran sosial yang serius. Salah satunya 

adalah meningkatnya konflik antara perusahaan tambang dan 

masyarakat, yang berdampak pada perubahan struktur pertanian 

komunitas menjadi komunitas pertambangan. Selain itu, 

perusakan dan pencemaran area di sekitar tambang juga selalu 

menjadi isu kontroversial. Meskipun upaya perbaikan 

kerusakan dan pencemaran telah dilakukan, namun masih 

dirasa kurang efektif dan tidak memberikan dampak yang 

signifikan pada kondisi material.5 

Dilakukannya revisi Undang-Undang Pertambangan 

Mineral dan Batubara, tidak membuat masyarakat merasa 

tenang, khususnya masyarakat disekitar daerah kegiatan 

pertambangan. Perlindungan hak-hak masyarakat terkait 

dengan lingkungan hidupnya, sepenuhnya belum dilaksanakan 

oleh pemerintah. Selain itu juga terkait dengan perlindungan 

hak masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan hidupnya 

juga masih belum terlihat dalam Undang-Undang Minerba yang 

terbaru ini. Undang-Undang Mineral dan Batubara terbaru 

dianggap menjustifikasi adanya perusakan lingkungan yang 

diakibatkan adanya kegiatan usaha pertambangan.6 

 
5 Rayman, Masyarakat Dikriminalisasi, Konflik Pertambangan, Semakin 

Terbuka, https://jendelanasional.id, diakses 30 November 2023, jam 02.50 
6 Harris, Rahadyan Fajar, Menilik Aneka Kontroversi Dalam Pasal 162 Revisi 

UU Minerba, https://advokatkonstitusi.com/menilikaneka-kontroversi-dalam-

pasal-162-revisiuu-minerba, diakses 02 Desember 2023 
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Pada hari Kamis, 14 September tahun 2023 Warga Desa 

Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro 

geruduk Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, lantaran tiga 

warga dipidanakan perusahaan tambang PT Wira Bumi Sejati 

(WBS) yang berada di desa setempat. Direktur Walhi Jawa 

Timur, Wahyu Eka Setyawan mengatakan, pasal 162 undang-

undang mineral dan batu bara kembali memakan korban di Jawa 

Timur. Sebelumnya tiga warga Desa Alasbuluh, Kecamatan 

Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, kini tiga warga asal Desa 

Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro 

harus menghadapi situasi serupa. 

Hal ini menjadi protes warga Bojonegoro mengenai 

dampak buruk pertambangan, seperti rusaknya jalan, paparan 

debu sampai tidak adanya tanggung jawab sosial perusahaan, 

disambut status terdakwa dari kepolisian sebagai tindak lanjut 

dari laporan perusahaan tambang bernama PT. Wira Bumi Sejati 

(WBS). Laporan yang dibuat oleh PT. WBS berangkat dari aksi 

protes ketiga warga tersebut dengan warga yang lainnya sebagai 

bentuk menyuarakan pendapat masyarakat mengenai dampak 

pertambangan. Selama ini, mereka sudah menyampaikan 

dengan baik kepada pihak pemerintahan desa maupun 

kabupaten, tetapi tidak ada tindakan yang berarti. Sehingga, 

kata dia, mereka melakukan aksi protes dengan menutup jalan 

menuju tambang dengan menyegelnya. Bukannya didengarkan 
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dan diupayakan penyelesaian, PT. WBS melaporkan ketiga 

warga tersebut ke pihak kepolisian.7 

Pada hari rabu, 6 Desember 2023 Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Bojonegoro memutuskan hukuman kepada 

terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada putusan 

Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor:132/Pid.Sus/2023/PN 

Bjn. 

Apa yang dialami terdakwa adalah bentuk kriminalisasi, 

mengapa demikian? Karena pelaporan dilakukan oleh 

perusahaan sebagai bentuk respons dari aksi-aksi warga yang 

menuntut perusahaan bertanggung jawab atas dampak 

pertambangan. Ada sebuah upaya melalui legal untuk 

membungkam suara-suara mereka yang berusaha menyuarakan 

dampak pertambangan. Salah satu cirinya adalah menggunakan 

pasal 162 UU Minerba yang sangat karet, karena multitafsir. 

Maka dengan adanya pelaporan yang berujung persidangan di 

Pengadilan Negeri Bojonegoro, merupakan sebuah upaya 

sistematis menakut-nakuti, mengintimidasi serta membungkam 

 
7 Rizki Diansyah Nur, Gruduk PN Bojonegoro: Warga: Gunung dihabiskan, 

Warga mau dipenjarakan, https://blokbojonegoro.com/2023/09/14/gruduk-pn-

bojonegoro-warga-baureno-gunung-dihabiskan-warga-mau-dipenjarakan/, 

diakses 02 Desember 2023 
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suara-suara protes dampak pertambangan. Dapat dikatakan 

Pasal 162 Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) 

tersebut akan dianggap menimbulkan kriminalisasi terhadap 

masyarakat yang menolak adanya kegiatan usaha pertambangan 

yang dilakukan akibat protes masyarakat terhadap dampak 

lingkungan di daerahnya. 

Lingkungan hidup merupakan hal pokok yang perlu 

dilestarikan oleh manusia, permasalahan-permasalahan yang 

kerap terjadi di Indonesia ini tidak luput dari permasalahan 

lingkungan hidup. Sehingga permasalahan ini tidak hanya 

tanggung jawab individu suatu Negara melainkan tanggung 

jawab seluruh ummat manusia di dunia. 

Berkaitan dengan lingkungan hidup Allah SWT telah 

menciptakan bumi ini dan segala sesuatu yang ada didalamnya 

sesuai dengan ukurannya, sebagaimana Firman Allah: 

هَا مِنْ كُلِٰ شَيْءٍ  نَا فِي ْ بَ ت ْ هَا رَوَاسِيَ وَانَْْۢ نَا فِي ْ اَ وَالَْقَي ْ وَالََْرْضَ مَدَدْنٰه
وْزُوْنٍ   مَّ

”Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan 

padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala 

Sesuatu menurut ukuran” (QS Al-Hijr/15:19)8 

Karena lingkungan hidup merupakan karunia dari Allah 

SWT, prilaku manusia terhadap lingkungan hidup adalah 

 
8 Tim Penerjemah, Program Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: 

Kementrian Agama RI, 2019). 
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menjaganya, di dalam Islam sendiri seseorang telah diajarkan 

begaimana tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup 

sebagaimana firman Allah: 

طَمَعًاۗ اِنَّ  وَلََ تُ فْسِدُوْا فِِ الََْرْضِ بَ عْدَ اِصْلََحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفاً وَّ
نَ الْمُحْسِنِيَْ   رَحَْْتَ اللّهِٰ قَريِْبٌ مِٰ

”Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi 

sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo’alah kepada-Nya, 

dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan 

dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada 

orang-orang yang berbuat baik”. (QS Al-A’raf/7:56)9 

Oleh  karena itu demi meningkatkan dan menjaga 

kelestarian lingkungan hidup, perlu adanya kesadaran pribadi 

bagi semua masyarakat, pejabat, terlebih kepada para 

pemerintah untuk ikut berperan dalam pelestarian ini karena 

peran pemerintah sangatlah penting di dalam menjaga 

lingkungan hidup. 

Dalam konsep fiqh lingkungan hidup ini sangat berkaitan 

dengan Maqasid Syariah karena dalam merawat lingkungan ada 

unsur maslahat yang hal itu merupakan inti dari Maqasid 

Syariah yang ada lima (ushulul khomsah) (1). Menjaga agama 

(hifdzu din) (2). Menjaga jiwa (hifdzu nafs) (3). Menjaga akal 

(hifdzu aql) (4). Menjaga keturunan (hifdzu nasl) (5). Menjaga 

 
9 Tim Penerjemah, Program Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: 

Kementrian Agama RI, 2019). 
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harta (hifdzu mal). Dari sini bisa kita ketahui bahwasanya 

lingkungan hidup merupakan salah satu tujuan syari’at dalam 

agama Islam, sehingga perlu adanya penjagaan dan kelestarian 

lingkungan hidup antar sesama manusia demi kelangsungan 

makhluk hidup lainnya.10 

Sebagaimana inti dari Maqasid Syariah ialah menjaga 

kemaslahatan manusia, dengan adanya pelestarian lingkungan 

jelas akan banyak kemaslahatan yang diperoleh oleh ummat 

manusia, karena jika kita berbicara soal lingkungan pasti 

dikaitkan dengan manusia karena baiknya lingkungan akan 

berdampak pada manusia begitu pula sebaliknya, rusaknya 

lingkungan akan berdampak buruk dan akan memberikan 

kerugian juga bagi manusia. 

Berdasarkan penjelasan di atas, saya sebagai penulis 

sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih 

mendalam mengenai hal ini dalam bentuk skripsi dengan judul: 

“Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pemidanaan Dalam 

Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 

Pertambangan Mineral dan Batu Bara” (Studi Putusan 

Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN 

Bjn). 

 

 
10 Muhammad Ramadhan, “Maqasid Syariah dan Lingkungan Hidup”, 

Analytica Islamica, Vol. 21 No. 2 Juli-Desember 2009, 127. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

maka penulis merumusakan pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana dasar pemidanaan Pasal 162 Undang-Undang 

Minerba dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro 

Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn? 

2. Bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap 

pemidanaan pada Pasal 162 Undang-Undang Minerba dalam 

putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 

132/Pid.Sus/2023/PN Bjn? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis yang akan di capai dalam 

penelitian skripsi ini adalah: 

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui dasar pemidanaan Pasal 162 UU 

Minerba dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro 

Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn. 

b. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana islam 

terhadap pemidanaan pada Pasal 162 UU Minerba dalam 

putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 

132/Pid.Sus/2023/PN Bjn. 

2. Tujuan Subjektif 
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a. Untuk meningkatkan wawasan penulis tentang 

permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi alasan 

seseorang untuk melakukan tindak pidana atau perbuatan 

menyimpang. 

b. Memberikan penulis pengalaman pada proses penegakan 

hukum dalam penyelesaian perkara terhadap pemidanaan 

pertambangan. 

c. Memberikan kesadaran bahwa perbuatan yang telah 

dilakukan akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan 

perbuatan tersebut. Mengingat bahwa hidup di dunia 

seluruh makhluk hidup tidaklah sendirian dalam 

bersosialisasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian diharapkan dapat 

menghasilkan manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh dari 

penelitian tersebut. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman 

hukum pidana islam, khususnya yang berkaitan dengan 

tindak pidana pertambangan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 
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Penulis memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang 

lebih luas tentang bagaimana pendekatan hukum Islam 

terhadap permasalahan pemidanaan pada pertambangan. 

b. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

pengetahuan dan informasi bagi instansi atau individu 

yang membutuhkan. 

c. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi positif dan memperluas wawasan universitas 

khususnya Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo 

Semarang. 

 

E. Telaah Pustaka 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan tumpang tindih 

dengan penelitian yang sebelumnya, maka penulis sudah 

mengadakan tinjauan puskata, baik tinjauan pustaka dalam 

bentuk hasil penelitian, pustaka digital, ataupun dalam bentuk 

buku. Hasil penelusuran terhadap pustaka antara lain: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Angraeni Sianiper, yang 

berjudul “Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap 

Pertanggung jawaban Perusahaan Pertambangan terhadap 
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Kerusakan Lingkungan Hidup”. Skripsi ini membahas 

tentang Bagaimana Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 

Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 

2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap 

Tanggung jawab Perusahaan Pertambangan terhadap 

Kerusakan Lingkungan Hidup. Perbedaan dengan judul 

yang saya ambil ialah, saya membahas bagaimana dasar 

pemidanaan dan bagaimana perspektif hukum pidana islam 

terhadap pemidanaan pada Pasal 162 UU Minerba dalam 

putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 

132/Pid.Sus/2023/PN Bjn. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Rade Agung Al-Fat Haanah, yang 

berjudul “Analisis Pasal 162 Dan Penghapusan Pasal 156 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif Siyasah 

Dusturiyah”. Skripsi ini membahas tentang Bagaimana 

Permasalahan Pasal 162, Penghapusan Pasal 165 dan 

Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pasal 162, 

Penghapusan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Perbedaan dengan judul yang saya ambil ialah, saya 

membahas bagaimana dasar pemidanaan dan bagaimana 

perspektif hukum pidana islam terhadap pemidanaan pada 
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Pasal 162 UU Minerba dalam putusan Pengadilan Negeri 

Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn. 

3. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Faisal dan Derita Prapti 

Rahayu, yang berjudul “Tujuan Pemidanaan Undang-

Undang Minerba Dalam Perspektif Kebijakan 

Kriminalisasi”. Jurnal ini membahas tentang Telaah Dasar 

Teoritik Kebijakan Kriminalisasi Delik Pasal 162 Undang-

Undang Minerba Tahun 2020 dan Telaah Tujuan 

Pemidanaan Kebijakan Kriminalisasi Delik Pasal 162 

Undang-Undang Minerba Tahun 2020. Perbedaan dengan 

judul yang saya ambil ialah, saya membahas bagaimana 

dasar pemidanaan dan bagaimana perspektif hukum pidana 

islam terhadap pemidanaan pada Pasal 162 UU Minerba 

dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 

132/Pid.Sus/2023/PN Bjn. 

4. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Nur Fadilah Al-Idrus, yang 

berjudul “Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat 

atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba”. Jurnal ini 

membahas tentang Politik Hukum Pemerintah dalam 

Pembaruan Undang-Undang Minerba dan Respon 

Masyarakat Terhadap Undang-Undang Minerba. Perbedaan 

dengan judul yang saya ambil ialah, saya membahas 

bagaimana dasar pemidanaan dan bagaimana perspektif 

hukum pidana islam terhadap pemidanaan pada Pasal 162 
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UU Minerba dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro 

Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn. 

5. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Novita Ratna Swari, yang 

berjudul “Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan 

Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral dan 

Batubara”. Jurnal ini membahas tentang Penyelesaian 

Pertentangan Norma Antara Pasal 162 UU Minerba Tahun 

2020 dengan Pasal 66 UU Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Tahun 2009 dan Perlindungan Hukum 

Untuk Masyarakat Disekitar Kawasan Pertambangan 

Mineral dan Batubara. Perbedaan dengan judul yang saya 

ambil ialah, saya membahas bagaimana dasar pemidanaan 

dan bagaimana perspektif hukum pidana islam terhadap 

pemidanaan pada Pasal 162 UU Minerba dalam putusan 

Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 

132/Pid.Sus/2023/PN Bjn. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian 

yuridis normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan 

menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan 

atau ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para 

sarjana. Dalam penelitian ini terdapat dua (2) metode 
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pendekatan yang akan digunakan yaitu pendekatan 

perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus 

(case approach). 

Pendekatan perundang-undangan (statue approach). 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang bersangkutan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti. 

Pendekatan kasus (case approach). Pendekatan ini 

bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau 

kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. 

Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus 

sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi 

terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.11 

2. Sumber Data 

Penelitian yuridis normatif menitik beratkan studi 

kepustakaan, oleh karena itu maka data yang dijadikan 

bahan penelitian adalah data sekunder atau bahan pustaka 

yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, bakan hukum tersier. 

a. Bahan hukum primer, Bahan hukum atau pernyataan 

yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu 

cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi: undang-

 
11 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University 

Press, 2020). 45-47 



17 

 

 

undang yang dibuat oleh parlemen, putusan-putusan 

pengadilan, dan peraturan eksekutif atau administratif.12 

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang 

digunakan peneliti adalah putusan Pengadilan Negeri 

Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn. 

b. Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, 

seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, 

hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. 

c. Bahan hukum tersier, Bahan hukum tersier yakni bahan 

yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah 

kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.13 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini menitikberatkan pada data 

sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum 

dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu pengkajian suatu 

informasi dengan cara penelusuran bahan hukum berupa 

putusan-putusan pengadilan, statistik kejahatan berbagai 

peraturan perundangan dan berbagai literatur pendukung. 

4. Teknik Analisis Data 

 
12 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam 

Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016), cet 1, 143. 
13 Soejarno Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: 

Rajawali, 1985). 34-45. 
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Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum 

sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum 

positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis 

untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang 

dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan 

hukum yang menjadi objek kajian. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman pembahasan skripsi ini, 

penulis telah menyusun kerangka penelitian menjadi lima (V) 

bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I merupakan pendahuluan meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi. 

Bab II merupakan tinjauan umum yang menjelaskan 

mengenai pengertian tindak pidana (jarimah), unsur-unsur 

tindak pidana, macam-macam tindak pidana, pemidanaan, 

kriminalisasi, Jarimah ta’zir, maqasid al-syariah lingkungan 

hidup. 

Bab III merupakan gambaran umum objek penelitian 

tentang pemidanaan dalam Pasal 162 undang-undang nomor 3 

tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dalam 
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bab ini menguraikan tentang konflik pada Undang-Undang 

Minerba dan tindak pidana Pasal 162 Undang-Undang Minerba 

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 

132/Pid.Sus/2023/PN Bjn). 

Bab IV merupakan tinjauan terhadap pemidanaan dalam 

pasal 162 undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang 

pertambangan mineral dan batu bara. Bab ini terbagi dari 2 

bagian yaitu: Pertama; dasar pemidanaan Pasal 162 Undang-

Undang Minerba dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro 

Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn. Kedua; perspektif hukum 

pidana islam terhadap pemidanaan pada Pasal 162 Undang-

Undang Minerba dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro 

Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn. 

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran. Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan pembahasan, 

serta saran atau rekomendasi penulis mengenai permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian.
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DAN 

MAQASID Al-SYARIAH LINGKUNGAN HIDUP 

A. Tindak Pidana (Jarimah) 

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Jarimah 

Hukum Pidana Islam dalam bahasa Arab disebut 

dengan jarimah atau jinayah. Secara etimologis jarimah 

berasal dari kata jarama-yajrimu-jarimatun, yang berarti 

“berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus 

digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan 

yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata ajrama-

yajrimu yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan 

dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan 

yang lurus.”1 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal 

dalam hukum pidana Belanda yaitu Strafbaar feit. Strafbaar 

feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Straf 

diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar 

diterjemahkan dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, 

peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.2 

 
1 Muhammad Abu Zahra, al-jarimah wa al-’uqubat fi al-fiqh al-islami, (kairo: 

al-anjlu al-Mishiyah). 22. 
2 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 

2007. 69. 
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Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam 

hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan 

jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti 

yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.3 

Menurut Abdul Qodir Audah, jarimah atau jinayah 

adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh 

syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau 

lainnya.4 Sayid Sabiq mengemukakan pengertian jinayah 

dalam syariat Islam sebagaimana dikutip oleh Rokhmadi, 

yaitu segala sesuatu tindakan yang dilarang oleh syariat 

untuk melakukannya. Adapun perbuatan yang dilarang oleh 

syariat adalah setiap perbuatan yang dilarang dan harus 

dijauhi, karena perbuatan tersebut bisa menimbulkan bahaya 

yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta.5 

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah 

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 

tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu 

bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.6 

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang 

yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang 

 
3 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999. 10. 
4 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), cet.1. 5. 
5 Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, (Semarang: Fatawa Publishing, 2022), 2. 

Lihat juga Sayyid AS-Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Mesir: Dar al-Fath Lil’ilam al-

Arabi, 1998),282. 
6 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014. 
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bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan 

unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang 

diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul 

akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik 

itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa 

melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau 

dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief 

menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat 

diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik 

secara formil maupun secara materiil”.7 

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak 

pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur 

tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki 

perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-

unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 segi yaitu;8 

a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si 

pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang 

terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. 

Unsur subyektif tindak pidana meliputi: 

1. Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); 

2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya; 

3. Ada atau tidaknya perencanaan. 

 
7 Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, 

Bandung, 1984. 37. 
8  Moeljatno, Op., Cit. 56. 
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b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan 

dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana 

tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si 

pelaku; 

1. Memenuhi rumusan undang-undang; 

2. Sifat melawan hukum; 

3. Kualitas si pelaku; 

4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab 

tindakan dengan akibatnya. 

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari 

dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu 

sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau 

faktor lingkungan. 

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-

undang;9 

1. Unsur Tingkah Laku 

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh 

karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan 

dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak 

pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari 

tingkah laku aktif atau pasif (handelen) juga dapat 

disebut perbuatan materiil (materiil feit) dan tingkah laku 

pasif atau negatif (natalen). Tingkah laku aktif adalah 

 
9 Andi Hamzah, Op. Cit. 89. 
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suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau 

melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-

gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan 

tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak 

melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh 

yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, 

karena melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak 

berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena 

melaksanakan kewajiban hukumnya. 

2. Unsur Sifat Melawan 

Hukum melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya 

atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya 

bersumber pada undang-undang (melawan hukum 

formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan 

hukum materiil). 

3. Unsur Kesalahan 

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan 

atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat 

memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat 

pada diri pelaku dan bersifat subyektif. 

4. Unsur Akibat Konstitutif 

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana 

materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana 

akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak 
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pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat 

pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat 

merupakan syarat dipidanakannya pembuat. 

5. Unsur Keadaan Yang Menyertai 

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak 

pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku 

dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang 

menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana 

dapat: 

a. Mengenai cara melakukan perbuatan; 

b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan; 

c. Mengenai obyek tindak pidana; 

d. Mengenai subyek tindak pidana; 

e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; 

f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana. 

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana 

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu 

tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika 

adanya pengaduan diri yang berhak mengadu. 

7. Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana 

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak 

pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut 

dapat terjadi tanpa adanya unsur ini. 

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana 
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Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul 

setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah 

perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka 

terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan 

si pembuat tidak dapat dipidana. 

2. Macam-Macam Jarimah 

Dilihat dari segi berat-ringannya hukuman, jarimah 

dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

a. Jarimah Hudud 

Menurut Ahmad Hanafi, jarimah hudud adalah 

jarimah yang diancamkan hukuman hadd yaitu hukuman 

yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi 

hak Tuhan. Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah 

setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan 

umum masyarakat seperti untuk memelihara ketentraman 

dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan 

hukuman merupakan sebagian tujuan agama. Jarimah 

hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman 

had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan 

jumlahnya hukuman, sifatnya tetap, tidak dapat dihapus, 

dan menjadi hak Tuhan.10 Oleh karena hukuman 

 
10 Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 

xiv. 
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didasarkan atas hak Allah, maka tidak bisa digugurkan, 

baik oleh individu maupun oleh masyarakat. 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ciri khas 

jarimah hudud yaitu pertama, hukumannya tertentu dan 

terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah 

ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas maksimal dan 

batas minimal. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak 

Allah semata, maka hal Allah yang lebih menonjol. 

Dalam hubungannya dengan hukuman hadd, maka 

pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman 

tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang 

yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh 

masyarakat yang diwakili oleh negara. Hal ini karena hak 

Allah yang lebih diutamakan untuk ditegakkan. Jarimah 

hudud sendiri terdiri dari tujuh macam, yaitu; jarimah 

zina, qadzhaf (menuduh berbuat zina), meminum 

minuman keras (syurbul khamr), pemberontakan (al-

baghyu), murtad (riddah), pencurian (sariqoh), dan 

perampokan (hirabah).11 

Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan 

oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut: Hak Allah 

 
11 Rokhmadi, Referensi Hukum Pidana Islam: Studi tentang Formulasi Sanksi 

Hukum Pidana Islam, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009).19. 
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adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada 

masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.12 

b. Jarimah Qishash-Diyat 

Menurut bahasa kata qishash adalah bentuk 

masdar, sedangkan bentuk madhinya adalah qashasha 

yang artinya memotong. Atau juga berasal dari kata 

Iqtashasha yang artinya “mengikuti”, yakni mengikuti 

perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. 

Jarimah qishash diyat ialah perbuatan-perbuatan 

yang diancam dengan hukuman qishash atau hukuman 

diyat. Hukuman yang berupa qishash maupun hukuman 

yang berupa diyat adalah hukuman-hukuman yang telah 

ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah 

maupun batas tertinggi, tetapi menjadi perseorangan (hak 

manusia), dengan pengertian bahwa korban bisa 

memaafkan pelaku jarimah dan apabila dimaafkan oleh 

korban, maka hukumannya menjadi terhapus.13 

Ciri-ciri dari jarimah qishash diyat adalah pertama, 

hukumannya sudah tertentu dan terbatas, yakni sudah 

ditentukan oleh syara’ dan tidak terdapat batas maksimal 

dan minimal. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak 

perseorangan (individu), dalam artian bahwa korban atau 

 
12 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, 13. 
13 Ahmad Hanafi, Asas-Asas. 8. 
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keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap 

pelaku. 

Jarimah qishash diyat hanya ada dua macam yaitu 

pembunuhan dan penganiayaan namun apabila diperluas 

jumlahnya ada lima macam yaitu pembunuhan sengaja, 

pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah/tidak 

sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak 

sengaja. 14 

c. Jarimah Ta’zir 

Menurut etimologi, At-ta’zir yang berasal dari kata 

azzaro yang sinonimnya mencegah dan menolak, 

mendidik, mengagungkan dan saling menghormati, 

membantunya, menguatkan dan menolong. Sedangkan 

secara terminologi, didefinisikan oleh Al-Mawardi 

adalah sebagai berikut: Ta’zir adalah hukuman yang 

bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang 

hukumannya belum ditetapkan syara’. Wahbah Zuhaili 

memberikan definisi ta’zir yang mirip dengan al-

Mawardi adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan 

maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman 

hadd dan tidak pula kifarat. 

Istilah jarimah ta’zir menurut hukum Pidana Islam 

adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) 

 
14 Ibid. 
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terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi 

hadd dan kifaratnya. Atau dengan kata lain, ta’zir adalah 

hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh 

hakim.15 

 

B. Pemidanaan 

1. Pengertian Pemidanaan 

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian 

pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses 

pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka 

dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup 

keseluuhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur 

bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau di 

operasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi 

sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-

undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum 

Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat 

sebagai suatu ketentuan sistem pemidanaan.16 

Barda Nawawi Arief bertolak dari pengertian di atas 

menyatakan bahwa apabila aturan-aturan perundang-

undangan (the statutory rules) dibatasi pada hukum pidana 

 
15 Rokhmadi, Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi 

Sanksi Hukum Pidana Islam), Departemen Agama UIN Walisongo Semarang. 

Semarang. 56. 
16 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2002. 129. 
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subtantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan 

bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa 

aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan 

tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan 

sistem pemidanaan. 

Keseluruhan dalam peraturan perundang-undangan 

(statutory rules) di bidang hukum pidana subtantif tersebut 

terdiri dari aturan umum (general rules) dan aturan khusus 

(special rules). Aturan umum terdapat di dalam KUHP 

(Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II 

dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di 

luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat 

perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula 

memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum. 

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pemidanaan 

dibagi atas tiga teori, yaitu: 

1. Teori Pembalasan (teori retribution) 

Teori retribution atau teori pembalasan ini menyatakan 

bahwa pemidanaan bertujuan untuk: 

a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan; 

b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya 

tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain 

misalnya untuk kesejahteraan masyarakat; 
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c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk 

adanya pidana; 

d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si 

pelanggar; 

e. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan 

yang murni dan tujuannya  tidak untuk memperbaiki, 

mendidik, atau memasyarakatkan kembali si 

pelanggar.17 

2. Teori Tujuan (teori utilitarian) 

Teori utilitarian menyatakan bahwa pemidanaan 

bertujuan untuk: 

a. Pencegahan (prevention); 

b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai 

sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu 

kesejahteraan masyarakat; 

c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat 

dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena 

sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk 

adanya pidana; 

d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai 

alat untuk pencegahan kejahatan; 

 
17 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, 

Bandung: Alumni, 1998. 17. 
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e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana 

dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur 

pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat 

diterima apabila tidak membantu pencegahan 

kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan 

masyarakat. 

3. Teori Gabungan 

Ide dasar dari teori gabungan ini, pada jalan pikiran 

bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari 

tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, 

yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak 

pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya. 

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua 

penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk 

perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk 

membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana 

penjara terhadap penjahat atau narapidana, namun teori 

tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat 

atau narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluarnya 

dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.18 

2. Kriminalisasi 

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana 

materil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai 

 
18 Tri Andrisman, Op. Cit,. 33. 
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tindak pidana yang diancam dengan sanksi atau hukuman 

tertentu yang dijatuhkan atau yang diberikan oleh aparat 

hukum yang berwenang. 

Pengertian Kriminalisasi menurut Soerjono Soekanto 

dalam bukunya menjelaskan sebagai berikut:19 

“Kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan 

penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh 

masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap 

sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan 

pidana.” 

Pengertian yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto 

ini menitikberatkan bahwasanya kriminalisasi adalah 

merupakan suatu penetapan atau kebijakan yang ditetapkan 

oleh penguasa atau pemerintah yang sedang menjabat, dan 

penetapan tersebut didalam pemerintah dibuat oleh badan 

legislatif selaku wakil rakyat yang mempunyai tugas untuk 

merancang, membuat peraturan perundang-undangan akibat 

perbuatan yang digolongkan pantas atau tidaknya menjadi 

perbuatan pidana itu berasal dari pandangan masyarakat. 

Berhubungan dengan masalah kriminalisasi, Muladi 

menyebutkan mengenai beberapa ukuran yang secara 

 
19 Soerjono Soekanto, Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama, 

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, 62. 



35 

 

 

doctorial harus diperhatikan sebagai pedoman, yaitu sebagai 

berikut:20 

1. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan 

overkriminalisasi yang masuk kategori the misuse of 

criminal ad hoc; 

2. Kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc; 

3. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban 

victimizing baik aktual maupun potensial; 

4. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya, 

hasil dan prinsip ultimum remedium; 

5. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang 

enforceable; 

6. Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan 

publik; 

7. Kriminalisasi harus mengandung unsur subsosialitet 

mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun 

sangat kecil; 

8. Kriminalisasi harus memperlihatkan peringatan 

bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan 

rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat 

penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu. 

 
20 Irsan, K. Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang 

Hukum Pidana. Jurnal Keamanan Nasional,1(1),2015. 100-101. 
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Menurut Moeljatno ada tiga kriteria kriminalisasi 

dalam proses pembaruan hukum pidana, yaitu:21 

a. Penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan 

terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan 

perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. 

b. Kedua, apakah ancaman pidana dan penjatuhan 

pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah 

dilanggarnya larangan-larangan tersebut. 

c. Ketiga, apakah pemerintah dengan melewati alat-alat 

negara yang bersangkutan, betul-betul mampu untuk 

benar-benar melaksanakan ancaman pidabna kalau 

ternyata ada yang melanggar larangan. 

Kebalikan dari kriminalisasi adalah dekriminalisasi, 

yaitu menghilangkan sifat dapat dipidananya suatu 

perbuatan. Pengertian dekriminalisasi ini hampir mirip 

dengan depenalisasi, yaitu sama-sama menghilangkan sifat 

dapat di pidananya suatu perbuatan, hanya saja jika suatu 

perbuatan didepenalisasi masih dimungkinkan untuk 

dilakukan penuntutan menggunakan instrumen hukum lain, 

misalnya perdata atau administrasi Negara.22 

 
21 Muslimin, M. Ide Kriminalisasi Negara Terhadap Pembiaran Kejahatan 

pada Kemerdekaan Pers. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum 

Transendental. 2018. 460. 
22 Irwan, A. Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Kriminalisasi 

Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring) di Indonesia, Ganec Swara, 

9(2), 2015. 26. 
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Lebih lanjut, menurut Bassiouni, keputusan untuk 

melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus 

didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang 

mempertimbangkan bermacam faktor, termasuk:23 

a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam 

hubungannya dengan hasil yang dicari atau yang ingin 

dicapai; 

b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh 

dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang 

dicari; 

c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari 

itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya 

dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia; 

d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi 

yang berkenaan dengan pengaruh-pengaruhnya yang 

sekunder. 

Pada dasarnya, hukum yang tertuang dalam peraturan 

perundang-undangan tidak dapat diberlakukan selamanya. 

Hal ini pun didukung dengan sifat dari hukum yang dinamis, 

dimana hukum harus mengikuti perkembangan yang 

terdapat dalam masyarakat. Perkembangan tersebut dapat 

diakibatkan dari berbagai macam faktor yang nantinya dapat 

 
23 Dwiarti, F.S. Politik Hukum Penaggulangan Tindak Pidana terhadap 

Pedagang Kaki Lima. 454. 
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mempengaruhi relevansi dari aturan yang termuat dalam 

peraturan perundang-undangan, seperti perubahan pada 

pandangan masyarakat terhadap suatu perbuatan akibat 

adanya perkembangan zaman.24 

Berkenaan dengan hal tersebut, perlindungan hukum 

khususnya terhadap dugaan kriminalisasi kebijakan yang 

berlaku terhadap pengambil dan pelaksana kebijakan, harus 

secara tegas dimuat dalam peraturan perundang-undangan, 

sebagai alasan penghapus pidana, yaitu menghapuskan sifat 

melawan hukum (alasan pembenar). Namun pelaksanaannya 

harus dilakukan dengan mengacu juga pada beberapa asas 

umum penyelenggaraaan negra, yaitu: asas kepastian 

hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas 

kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, 

asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas, serta mengacu 

kepada asas-asas hukum tidak tertulis yang merupakan 

kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Selama rambu-

rambu tersebut dipatuhi, maka kebijakan kriminalisasi tidak 

akan dilakukan.25 

 

 

 
24 Anira, A. Implikasi Dekriminalisasi Pasal 534 KUHP Dikaitkan Dengan 

Perkembangan Dalam Bidang Keselamatan di Indonesia. Jurist-Diction, 3(3), 

2020. 786. 
25 Priyatno, D. Kriminalisasi Kebijakan. Jurnal Wawasan Yuridika, 23(2), 

2014. 153. 
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3. Jarimah Ta’zir 

Menurut bahasa, lafadz ta’zir berasal dari kata azzaro 

yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti 

mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, 

menguatkan, dan menolong.26 Dari pengertian tersebut yang 

paling relevan adalah pengertian pertama yaitu mencegah 

dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak 

mengulangi lagi perbuatannya. Dan pengertian kedua yaitu 

mendidik, ta’zir diartikan sebagai mendidik karena ta’zir 

dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perbuatan 

pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya, kemudian 

meninggalkan dan menghentikannya. Dari beberapa 

pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh 

Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili dalam bukunya 

Ahmad Wardi Muslich. 

Sedangkan secara terminologis ta’zir adalah bentuk 

hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar 

hukumannya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan waliyyul 

amri atau hakim.27 Menurut Al-Mawardi, ta’zir 

didefinisikan sebagai berikut: 

هَا الحدُُوْدُ  عْزيِْ رُ تََدَُّبٌ عَلَى ذُنُ وْبِ لََْ تَشْرعِْ فِي ْ  وَالت َّ

 
26 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2005), 248. 
27 Sayyid Sa’biq, Fiqh Sunnah 10, (Bandung: Al-Ma’ruf, 1987), 151. 
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Artinya: Ta’zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan 

atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan 

oleh syara’. 

Sebagian ulama mengartikan ta’zir sebagai hukuman 

yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan 

hak hamba yang tidak ditentukan oleh Al-Qur’an dan Hadist. 

Ta’zir berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku dan 

mencegah agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.28 

Beberapa definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa 

ta’zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-

jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. 

Dikalangan fuqoha, jarimah-jarimah yang hukumannya 

belum ditetapkan oleh syara’ dinamakan jarimah ta’zir. Jadi 

istilah ta’zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga 

untuk jarimah atau tindak pidana. 

Tujuan dari diberlakukannya sanksi ta’zir yaitu 

sebagai preventif dan represif serta kuratif dan edukatif.29 

1. Preventif (pencegahan) adalah bahwa sanksi ta’zir harus 

memberikan dampak positif bagi orang lain, sehingga 

orang lain tidak melakukan perbuatan melanggar hukum 

 
28 Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah), (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2000), 141. 
29 Nurul Irfan dkk, Fiqh Jinayah,... 142. 
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yang sama.30 Fungsi ini ditujukan kepada orang yang 

belum melakukan jarimah. 

2. Represif (membuat pelaku jera) adalah bahwa sanksi 

ta’zir harus memberikan dampak positif bagi pelaku, 

sehingga pelaku terpidana tidak lagi melakukan 

perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman 

ta’zir. Fungsi ini dimaksudkan agar pelaku tidak 

mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari. 

3. Kuratif (islah) adalah bahwa sanksi ta’zir itu harus 

mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku 

terpidana dikemudian hari. Fungsi ini dimaksudkan agar 

hukuman ta’zir dapat merubah terpidana untuk bisa 

berubah lebih baik dikemudian harinya. 

4. Edukatif (pendidikan) adalah sanksi ta’zir harus mampu 

menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola 

hidupnya sehingga pelaku akan menjatuhi perbuatan 

maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-

mata karena tidak senang terhadap kejahatan. Fungsi ini 

diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang 

lebih baik. 

Apabila dilihat dari segi penjatuhannya Jarimah 

Ta’zir terbagi dalam beberapa tujuan, yaitu:31 

 
30 A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam 

Islam),... 190. 
31 Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),... 143-145. 
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1. Hukuman ta’zir sebagai hukuman tambahan atau 

pelengkap hukuman pokok. 

2. Hukuman ta’zir sebagai hukuman pengganti hukuman 

pokok. 

3. Hukuman ta’zir sebagai hukuman pokok bagi jarimah 

ta’zir syarak. 

Disamping itu yang perlu diketahui juga bahwa ta’zir 

berlaku bagi semua manusia yang melakukan kejahatan di 

muka bumi. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada 

perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa 

maupun anak-anak, muslim maupun kafir.32 Setiap orang 

yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain 

dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, 

ucapan, atau isyarat perlu dijatuhi sanksi ta’zir agar tidak 

mengulangi perbuatannya tersebut. 

Pada penelitian ini salah satu Pasal yang 

dipermasalahkan adalah Pasal 162 Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara (UU Minerba). 

Pasal ini berbunyi “Setiap orang yang merintangi 

atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari 

pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi 

 
32 Nurul Irfan dkk, Fiqh Jinayah,... 143. 



43 

 

 

syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat 

(2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 

tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000.00 (seratus 

juta rupiah)”.33 

Pidana penjara (kurungan) merupakan salah satu jenis 

pidana yang terdapat dalam sistem hukum di Indonesia, 

sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 KUHP.34 Pidana 

penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP terdiri dari: 

pertama, pidana penjara seumur hidup, kedua, pidana 

penjara selama waktu tertentu. 

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi 

pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk 

menangulanggi masalah kejahatan. Penggunaan pidana 

penjara sebagai sarana untuk menghukum para pelaku 

tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang 

bersumber pada faham individualisme dan gerakan 

perikemanusiaan, maka pidana penjara ini menjadi peranan 

penting dalam menggeser kedudukan pidana mati dan 

pidana badan yang dipandang kejam.35 Sebagai catatan, dari 

 
33 Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara. 
34 Dalam Pasal 10 KUHP, pidana terdiri atas: a. Pidana pokok: (1) pidana mati; 

(2) pidana penjara; (3) pidana kurungan; (4) pidana denda; (5) pidana tutupan. b. 

Pidana tambahan: (1) pencabutan hak-hak tertentu: (2) perampasan barang-barang 

tertentu: (3) pengumuman putusan hakim. 
35 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara, 

Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996, 42. 
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seluruh ketentuan KUHP memuat perumusan delik 

kejahatan, yaitu sejumlah 587, pidana penjara tercantum di 

dalam 575 perumusan delik, baik dirumuskan secara tunggal 

maupun dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis 

pidana lain.36 Keterangan tersebut masih ditambah lagi atau 

belum termasuk dengan perumusan sanksi pidana penjara di 

luar yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP. 

Dalam hukum pidana Islam, sistem sanksi 

“perampasan kemerdekaan” atau sering disebut dengan 

penjara menjadi bahan perbedaan pendapat para ulama. 

Terdapat 2 (dua) pendapat ulama tentang sanksi pidana 

penjara dalam hukum Islam, pertama, pendapat yang 

menyatakan bahwa pidana penjara bukan bagian dari sistem 

hukuman dalam pidana Islam, kedua, berpendapat 

sebaliknya bahwa sanksi pidana penjara merupakan bagian 

integral dari sistem sanksi dalam hukum pidana Islam. 

Keduanya memiliki argumentasi masing-masing untuk 

mempertahankan pendapatnya tersebut. 

Oleh karena itu, penerapan pidana penjara salah satu 

bentuk operasional dari pidana atas kemerdekaan dalam 

kehidupan modern sekarang ini dapat saja dilakukan sebagai 

pengganti pidana pembuangan, pengusiran, atau 

semacamnya yang bisa dipraktekkan di zaman dahulu. 

 
36  Barda Nawawi Arief, Kebijakan…, 69-70 
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Karena dalam situasi kehidupan modern sekarang ini di 

mana sarana perubahan antara suatu tempat ke tempat yang 

lain tidak lagi menjadi persoalan, pidana pembuangan ke 

luar negeri, pembuangan ke tempat terpencil atau 

semacamnya tidak lagi efektif sebagai bentuk pidana atau 

paling kurang esensinya sebagai pidana atas kemerdekaan 

sudah berubah. 

Khusus mengenai pidana atas kemerdekaan seperti 

pidana penjara, pidana kurungan, pidana tutupan, atau yang 

semacamnya sejauh menyangkut tradisi Islam tidak 

diperoleh keterangan yang melarang penerapannya. 

Kalaupun ada pemikiran misalnya gagasan negara tanpa 

penjara atau sistem hukum tanpa pidana penjara seperti yang 

dikembangkan oleh Hazairin dalam bukunya Tujuh 

Serangkai Tentang Hukum, hal ini semata-mata merupakan 

gagasan teoritis yang bersifat alternatif terhadap situasi 

krisis kepercayaan ahli hukum terhadap lembaga 

kepenjaraan. Di dalam prakteknya ada tidaknya lembaga 

kepenjaraan itu dalam tradisi hukum Islam tidak ditentukan 

secara normatif. 

Dalam sejarah Islam, lembaga kepenjaraan itu sendiri 

tumbuh dan berkembang dalam praktek peradilan pidana. 

Sejauh pengkajian yang dilakukan secara historis empiris 

diketahui praktek kepenjaraan ini juga diterapkan dalam 
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tradisi hukum Islam. Lagi pula, penerapan bentuk pidana 

penjara itu sendiri juga mempunyai dasar normatif di dalam 

Al-Qur’an sendiri, yaitu yang dinyatakan dengan istilah al-

sijnu atau yunfau min al-ardh maupun “ditahan di rumah” 

sebagaimana diterangkan di atas. 

Oleh karena itu, terlepas dari apa istilah yang tepat 

untuk bentuk pidana atas kemerdekaan itu dan terlepas dari 

adanya perkembangan gagasan yang bersifat rehabilitatif 

(pemasyarakatan) dalam pidana penjara itu, yang jelas 

bentuk pidana ini juga berkembang dalam praktek tradisi 

pidana Islam. 

Apabila ditinjau berdasarkan konsep ta’zir, maka 

pidana penjara merupakan salah satu hukuman ta’zir dalam 

hukum pidana Islam, hal ini sesuai dengan tindakan Umar 

Ibn al-Khattab yang menhukum para pelaku tindak pidana 

dengan hukuman ta’zir berupa pidana penjara. Selain Umar 

Ibn al-Khattab, para ulama sepakat bahwa sanksi pidana 

penjara merupakan bagian dari hukuman ta’zir, hal ini 

berdasarkan beberapa pertimbangan penguasa dalam 

memberikan kebijakan mengenai sanksi hukuman bagi 

terpidana melalui ijtihad. Hal tersebut diperkuat kaidah yang 

berbunyi: 
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وَ الْقَاعِدَةُ فِ الِإسْلَمَِ : أَنَّ مَا لََ نَصَّ فِيْهِ بُِِصُوْصِهِ 
ةِ فِ دَفْعِ  يَسْتَ نْبِطُ أوُلُو الَأمْرِ حُكْمَهُ مِنَ النُّصُوْصِ وَالْقَوَاعِدِ الْعَامَّ

ظِ الْمَصَالِحِ. الْمَفَاسِدِ وَحِفْ   
”Sesungguhnya setiap perkara yang tidak terdapat nash-

nya secara khusus, maka hal tersebut dikembalikan kepada 

penguasa (pemerintah) berdasarkan istinbath-nya yang 

bersumber dari nash-nash, kaidah-kaidah umum untuk 

menolak kerusakan dan menjaga kemaslahatan.” 

Berdasarkan kaidah di atas, apabila kaidah tersebut 

direlevansikan dengan pidana penjara maka pidana penjara 

merupakan sepenuhnya kebijakan pemerintah untuk 

memberlakukan pidana penjara dengan memperhatikan 

nilai-nilai kemaslahatan di dalamnya. 

 

C. Maqasid al-Syariah Lingkungan Hidup 

Lingkungan hidup merupakan hal pokok yang perlu 

dilestarikan oleh manusia, permasalahan-permasalahan yang 

kerap terjadi di Indonesia ini tidak luput dari permasalahan 

lingkungan hidup. Sehingga permasalahan ini tidak hanya 

tanggung jawab individu suatu Negara melainkan tanggung 

jawab seluruh ummat manusia di dunia. Terlebih rakyat 

Indonesia yang negaranya merupakan paru-paru dunia sehingga 

setiap orang harus memiliki kesadaran dalam melestarikan 
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lingkungan hidup dan menjaganya dari orang-orang yang tidak 

bertanggung jawab. 

Oleh karena itu demi meningkatkan dan menjaga 

kelestarian lingkungan hidup, perlu adanya kesadaran pribadi 

bagi semua masyarakat, pejabat, terlebih kepada pemerintah 

untuk ikut berperan dalam pelestarian ini karena peran 

pemerintah sangatlah penting di dalam menkaga lingkungan 

hidup. 

Berkaitan dengan lingkungan hidup Allah telah 

menciptakan bumi ini dan segala sesuatu yang ada didalamnya 

sesuai dengan ukurannya, sebagaimana Frman Allah: 

هَا مِنْ كُلِٰ شَيْءٍ  نَا فِي ْ بَ ت ْ هَا رَوَاسِيَ وَانَْْۢ نَا فِي ْ اَ وَالَْقَي ْ وَالََْرْضَ مَدَدْنٰه
وْزُوْنٍ   مَّ

”Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan 

padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala 

Sesuatu menurut ukuran.” (QS Al-Hijr/15:19)37 

Karena lingkungan hidup merupakan karunia dari Allah, 

prilaku manusia terhadap lingkungan hidup adalah menjaganya, 

di dalam Islam sendiri seseorang telah diajarkan begaimana 

tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup 

sebagaimana firman Allah: 

 
37 Tim Penerjemah, Program Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: 

Kementrian Agama RI, 2019). 
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طَمَعًاۗ اِنَّ  وَلََ تُ فْسِدُوْا فِِ الََْرْضِ بَ عْدَ اِصْلََحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفاً وَّ
نَ الْمُحْسِنِيَْ   رَحَْْتَ اللّهِٰ قَريِْبٌ مِٰ

”Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi 

sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo’alah kepada-Nya, 

dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan 

dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada 

orang-orang yang berbuat baik”. (QS Al-A’raf/7:56)38 

Oleh  karena itu demi meningkatkan dan menjaga 

kelestarian lingkungan hidup, perlu adanya kesadaran pribadi 

bagi semua masyarakat, pejabat, terlebih kepada para 

pemerintah untuk ikut berperan dalam pelestarian ini karena 

peran pemerintah sangatlah penting di dalam menjaga 

lingkungan hidup. 

Dalam konsep fiqh lingkungan hidup ini sangat berkaitan 

dengan Maqasid Syariah karena dalam merawat lingkungan ada 

unsur maslahat yang hal itu merupakan inti dari Maqasid 

Syariah yang ada lima (ushulul khomsah) (1). Menjaga agama 

(hifdzu din) (2). Menjaga jiwa (hifdzu nafs) (3). Menjaga akal 

(hifdzu aql) (4). Menjaga keturunan (hifdzu nasl) (5). Menjaga 

harta (hifdzu mal). Dari sini bisa kita ketahui bahwasanya 

lingkungan hidup merupakan salah satu tujuan syari’at sehingga 

 
38 Tim Penerjemah, Program Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: 

Kementrian Agama RI, 2019). 
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perlu adanya penjagaan kelestarian hidup demi kelangsungan 

makhluk hidup lainnya.39 

Sebagaimana inti dari Maqasid Syariah ialah menjaga 

kemaslahatan manusia, dengan adanya pelestarian lingkungan 

jelas akan banyak kemaslahatan yang diperoleh oleh ummat 

manusia, karena jika kita berbicara soal lingkungan pasti 

dikaitkan dengan manusia karena baiknya lingkungan akan 

berdampak pada manusia begitu pula sebaliknya, rusaknya 

lingkungan akan berdampak buruk bagi manusia. 

Sebelum kita membahas mengenai keterkaitan maqasid 

syari’ah dengan lingkungan hidup dirasa perlu adanya kita 

mengetahui terlebih dahulu apa itu maqasid syari’ah. 

Berkenaan dengan ini Ar-Raysuniy memeringatkan maqasid 

asy-syari’ah menjadi dua, maqasid al-khimab dan maqasid al-

ahkam. Maqasid al-khimab ialah: aturan-aturan hukum yang 

difahami dari nas-nas Al-Qur’an dan Hadist, yang diinginkan 

syariat untuk dilaksanakan oleh mukalaf; Sedangkan maqasid 

al-ahkam, yaitu; tujuan, hasil, hikmah yang hendak diwujudkan 

dari pelaksanaan aturan-aturan hukum dimaksud oleh 

mukalaf.40 Sedangkan syari’ah adalah aturan-aturan dan 

 
39 Muhammad Ramadhan, “Maqasid Syariah dan Lingkungan Hidup”, 

Analytica Islamica, Vol. 21 No. 2 Juli-Desember 2009, 127. 
40 Ahmad Ar-Rasyuniy, Madkhal ila Maqasid asy-Syari’ah, (Kairo: Dar al-

Kalimah, 2009), 9-12. 
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kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan di dalam agama 

Islam.41 

Maka yang dimaksud dengan maqasid syari’ah adalah 

tujuan syari’at yang berhubungan dengan khitob syar’i yang 

menuntut orang mukallaf untuk berjalan dan sampai pada 

tujuan tersebut. Definisi ini adalah definisi yang disebutkan 

oleh Ar-Risuni dalam kitabnya. Sedangkan menurut As-Syatibi 

maqasid syariah adalah kemaslahatan ummat manusia baik di 

dunia maupun di akhirat. 

Berpijak pada definisi diatas maqosid syariah terbagi 

menjadi tiga: 

1. Maqasid al-Ammah 

Yaitu tujuan yang telah sempurna penjagaannya 

dalam syari’at dan mencakup semua hukum-hukum syari’at 

seperti menjaga dloruriati khoms (lima hal yang sudah pasti) 

yaitu: 

1) Hifdzu din (menjaga agama); 

2) Hifdzu nafs (menjaga jiwa); 

3) Hifdzu nasl (menjaga keturunan); 

4) Hifdzu aql (menjaga akal); 

5) Hifdzu mal (menjaga harta). 

2. Maqasid al-Khosoh 

 
41 Tim Mu’jam Lughah Al-Arabiyah Kairo, Mu’jam Al-Wasit, (Kairo: Daar al-

Da’wah, tt). 321. 
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Yaitu maqasid syari’ah yang berhubungan dengan 

komponen khusus dari beberapa komponen syariat, seperti 

maqasid syari’ah di dalam hukum warisan. 

3. Maqasid al-Juz’iyyah 

Yaitu tujuan-tujuan setiap hukum syariat sesuai 

dengan batasannya masing-masing, seperti hukum wajib, 

sunnah, mubah, makruh, dan haram.42 

Sedangkan menurut syara’ menetapkan hukum-hukum 

syari’at adalah menjaga kemaslahatan manusia agar terpenuhi 

kebutuhannya baik yang bersifat dloruri (primer), haji 

(skunder) dan tahsini (tersier).43 Setelah kita mengetahui 

definisi maqasid syari’ah perlu adanya kita mengetahui konsep 

dari maqasid syari’ah. Sebenarnya konsep maqasid syariah 

sudah ada sejak masa imam Al-Juwaini dan Al-Ghozali yang 

namun baru kemudian disusun dengan sistematis oleh As-

Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqot fi Ushulil Ahkam dalam 

bab maqasid, beliau berpendapat bahwa maqasid syariah 

ditetapkan untuk memenuhi kemaslahatan seorang hamba baik 

di dunia maupun di akhirat, hal ini yang menjadi landasan 

bahwa definisi maqasid syariah adalah kemaslahatan itu sendiri 

 
42 Muhammad At-Tahir Bin Asyur, Maqasid Asy-Syari’ah al-Islamiyah, cet.2, 

tahkik Muhammad am-lahir al-Misawiy. (Jordania: Dar an-Nafa’is, 1421/2001). 

313-314. 
43 Wahbah Az-Zuhaili, Ushul a;-Fiqh al-Islamy, (Beirut: Dar al-Fikr), cet. 1. 

438-439 
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baik yang bersifat universal (menyeluruh) atau persial 

(individu).44 

Berpijak pada definisi yang dipaparkan oleh AS-Syatibi 

bahwa maqasid syariah adalah kemaslahatan hamba maka 

maqasid syari’ah diperinci menjadi 5 kemaslahatan yang 

diistilahkan oleh As-Syatibi sebagai unsur-unsur maqasid 

syari’ah yang perlu untuk dilindungi meliputi hifdzu din, hifdzu 

nafs, hifdzu nasl, hifdzu aql, dan hifdzu mal. 

Untuk menentukan bahwa maqasid syari’ah sebagai 

landasan yang menjadi tujuan syariat perlu adanya cara-cara 

tertentu untuk melakukan hal tersebut. As-Syatibi sebagaimana 

dikutib oleh Hefni,45 menjelaskan bahwa penetapan maqasid 

syari’ah melalui beberapa cara: 

1) Menjaga agama (hifzh al-din); 

2) Menjaga jiwa (hifzh al-nafs); 

3) Menjaga akal (hifzh al-aql); 

4) Menjaga keturunan (hifzh al-nasl); 

5) Menjaga harta (hifzh al-mal); 

6) Jika kemaslahatan yang bersifat dzaruriyah itu tidak 

terpelihara, maka dunia tidak akan terwujud, begitu juga 

akhirat tidak akan terwujud tanpa dunia. 

 
44 Al-Syathibi dalam kitabnya, Al-Muwafaqat fi Ushulil Ahkam (Beirut: Dar 

al-Maarifat, tt. Juz II), h. 5-6 dan 44-51. 
45 Moh. Hefni, Rekontruksi Maqashid Al-Syariah (Sebuah Gagasan Hasan 

Hanafi tentang Revitalisasi Turats) Jurnal Al-Ihkam Vol. 6 No. 2 Desember 2011. 

174. 
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Setelah kita mengetahui sekilas konsep maqasid syari’ah 

kita akan mengetahui bagaimana keterkaitan kelestarian 

lingkungan hidup dengan maqasid syari’ah. Allah menciptakan 

segala sesuatu yang ada dibumi ini tidak ada yang tidak berguna 

semuanya pasti berguna maka dari itu perlu kiranya kita 

menjaga dan tidak merusak apa yang telah Allah buat di muka 

bumi ini karena demi kemaslahatan bersama. Yusuf Al-

Qhordowi mengistilahkan lingkungan dengan al-bi’ah 

sedangkan memeliharanya ia istilahkan dengan istilah ri’ayah 

sehingga pemeliharaan lingkungan bisa disebut dengan ri’ayah 

al-bi’ah yang mempunyai pengertian pemeliharaan lingkungan 

dari sisi keberadaan dan ketiadaannya dan juga dari sisi 

negative dan positifnya.46 

Maqasid syari’ah jika kita telaah semua unsur-unsurnya 

yang ada lima mempunyai keselarasan dan keterkaitan dengan 

lingkungan hidup, berikut ini adalah keselarasan unsur-unsur 

maqasid syari’ah dengan lingkungan hidup: 

1) Relevansi Hifdzu Din (menjaga agama) dengan lingkungan 

hidup 

Menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga 

agama karena pada dasarnya mencemari lingkungan sama 

halnya dengan menodai agama, sehingga orang yang 

 
46 Yusuf al-Qhordowi, Agama Ramah Lingkungan terj. Abdullah Hakim Shah 

(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001). 47. 
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menjaga lingkungan juga termasuk orang yang menjaga 

eksistensi agama, dan juga merusak lingkungan hidup 

adalah sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, dari sini kita 

bisa ketahui relevansi menjaga lingkungan hidup dengan 

menjaga agama. 

2) Relevansi Hifdzu Nafs (menjaga jiwa) dengan lingkungan 

hidup 

Unsur maqasid syari’ah yang berupa hifdzu nafs 

(menjaga jiwa) sangat mempunyai keterkaitan dengan 

pelestarian lingkungan hidup, dua hal ini akan saling 

berinteraksi satu sama lain karena rusaknya lingkungan 

pengurasan sumber daya alam akan membahayakan 

terhadap kelangsungan hidup manusia. Semakin besar 

eksploitasi terhadap lingkungan dan sumber daya alam maka 

akan semakin besar pula ancaman yang akan menimpa 

manusia. Sehingga terjadilah pembunuhan sebab adanya 

perusakan lingkungan dan pengurasan sumber daya alam. 

Dalam hal ini Allah telah berfirman: 

”Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi 

bani israil, bahwa: barang siapa yang membunuh manusia, 

bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau karena 

membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia 
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telah membunuh manusia seluruhnya”. (QS. Al-

Maidah/32)47 

3) Relevansi Hifdzu Nasl (menjaga keturunan) dengan 

lingkungan hidup 

Menjaga keturunan juga berarti menjaga generasi 

yang akan datang, sehingga korelasinya dengan menjaga 

lingkungan adalah ketika seseorang tidak menjaga alam dan 

lingkungan yang ada jelas ini akan berpengaruh terhadap 

kelanjutan hidup generasi yang akan datang. Ketika 

lingkungan sudah tidak baik lagi maka secara otomastis akan 

berpengaruh terhadap perkembangan generasi selanjutnya 

begitu pula sebaliknya jika lingkungan ini dalam kondisi 

yang baik maka generasi berikutnya juga baik. Yusuf Al-

Qhodlowi membagi lingkungan dengan dua bagian, 

lingkungan hidup dan lingkungan mati. Lingkungan hidup 

meliputi manusia, hewan dan tumbuhan sedangkan 

lingkungan mati selain tiga perkara tersebut yang dibagi 

menjadi dua bagian pokok. Pertama, bahwa semua yang ada 

di bumi diciptakan tidak ada yang sia-sia atau tidak berguna 

semuanya pasti mempunyai manfaat masing-masing. 

Kedua, semua yang ada di bumi saling melengkapi satu 

 
47 Tim Penerjemah, Program Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: 

Kementrian Agama RI, 2019). 
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sama lain ketika yang satu rusak maka juga akan berdampak 

pada yang lainnya. 

4) Relevansi Hifdzu Aql (menjaga akal) dengan lingkungan 

hidup 

Manusia diciptakan Allah melebihi dari pada makhluk 

Allah yang lainnya, manusia lebih istimewa dari pada 

makhluk yang lain sebab manusia mempunyai akal dan 

sebab itulah manusia bisa berfikir dan bisa membedakan 

mana yang haq dan mana yang batil mana yang baik dan 

mana yang jelek, ketika seseorang yang mempunyai akal 

tapi ia melakukan hal-hal yang jelek atau dilarang berarti 

akalnya telah rusak oleh sebab itu orang yang merusak 

lingkungan berarti fikirannya perlu untuk dibenahi kembali. 

5) Relevansi Hifdzu Mal (menjaga harta) dengan lingkungan 

hidup 

Harta yang tidak berupa uang dan emas tetapi harta 

adalah seluruh yang ada di muka bumi ini adalah bagian dari 

harta. Ketika lingkungan dan alam di rusak jelas akan 

berpengaruh terhadap kelangsungan dalam mencari harta, 

dan merusak lingkungan dengan dalih mencari harta itu 

sangatlah salah karena sama saja kita menutup lubang tapi 

menggali lubang yang lain. 

Dari sini dapat kita ketahui antara Maqasid syari’ah 

dengan lingkungan hidup sangatlah beterkaitan dan mempunyai 
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keselarasan, oleh karenanya mari kita jaga lingkungan kita dan 

tidak merusaknya, karena hal tersebut akan menyalahi tujuan-

tujuan syari’at yang telah di tetapkan.
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BAB III 

KONFLIK DAN TINDAK PIDANA PASAL 162 UU 

MINERBA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN 

NEGERI BOJONEGORO NOMOR: 

132/Pid.Sus/2023/PN Bjn) 

A. Konflik Undang-Undang Pertambangan Mineral dan 

Batubara (Minerba) 

Dalam peresmian revisi Undang-Undang Pertambangan 

Mineral dan Batubara. Tidak membuat masyarakat merasa 

tenang, khususnya masyarakat disekitar daerah kegiatan 

pertambangan. Perlindungan hak-hak masyarakat terkait 

dengan lingkungan hidupnya, sepenuhnya belum dilaksanakan 

oleh pemerintah. Selain itu juga terkait dengan perlindungan 

hak masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan hidupnya 

juga masih belum terlihat dalam Undang-Undang Minerba yang 

terbaru ini. Undang-Undang Minerba terbaru dianggap 

menjustifikasi adanya perusakan lingkungan yang diakibatkan 

adanya kegiatan usaha pertambangan. 

Ada 8 tahap kegiatan pertambangan, yaitu: 

1. Tahap penyelidikan umum; 

2. Tahap eksplorasi; 

3. Tahap studi kelayakan; 

4. Tahap konstruksi; 

5. Penambangan; 
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6. Pengolahan dan pemurnian; 

7. Pengangkutan dan penjualan; 

8. Kegiatan pasca tambang. 

Kedelapan kegiatan itu tidak selalu dapat dilaksanakan 

dengan baik oleh kontraktor yang ditunjuk atau pemegang IPR, 

IUP, IUPK. Dalam pelaksanaan kegiatan tambang, kontraktor 

yang ditunjuk atau pemegang IPR, IUP, IUPK selalu 

menimbulkan masalah. Masalah itu tidak hanya terjadi antara 

masyarakat dengan kontraktor atau pemegang IPR, IUP, IUPK 

tetapi juga terjadi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 

Daerah. Masalah itu, tidak hanya muncul pada tahap eksplorasi, 

namun dapat juga muncul pada saat studi kelayakan, konstruksi 

maupun eksploitasi.1 

Joseph F. Castrilli mengemukakan dampak dari kegiatan 

pertambangan, dari sejak kegiatan eksplorasi sampai dengan 

kegiatan penetapan tambang (mine clousure). 

1. Menumpuknya sampah; 

2. Terjadi pembongkaran tanah; 

3. Terjadi erosi di jalan raya pada saat dilakukan penggalian; 

4. Terganggunya habitat ikan pada saat panen; 

5. Pencemaran/polusi udara; 

 
1 Salim, Hukum Pertambangan. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). 211. 
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6. Parit mengandung asam.2 

Asas-Asas hukum Mineral dan Batubara dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tetap memiliki persamaan 

sebagaimana asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara, antara lain: 

1. Asas Manfaat, Keadilan dan Keseimbangan 

Asas Manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam 

melakukan penambangan harus mampu memberikan 

keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 

Asas Keadilan bermaksud bahwa dalam melakukan 

penambangan harus memberikan peluang dan kesempatan 

yang sama secara proporsional bagi seluruh warga Negara 

tanpa ada yang dikecualikan. 

Asas Keseimbangan bermaksud bahwa dalam melakukan 

kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang 

lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya. 

2. Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa 

Asas ini bermaksud bahwa dalam melakukan kegiattan 

pertambangan harus berorientasi kepada kepentingan 

bangsa bukan kepada kepentingan individu atau golongan. 

 
2 Joseph F, Castrilli. 1999. ”Environmental Regulation of the Mining Industry 

in Canada; an of Legal and Regulatory Requairements”, McGill International 

Journal of Sustainable Devolepment Law & Policy, Vol.6, No.2.2010 5. 
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3. Asas partisipatif, Transparansi dan Akuntabilitas 

Asas Partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa 

dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran 

serta masyarakat dalam penyusunan kebiijakan, 

pengelolaan, pemantauan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaannya. 

Asas transparansi adalah asas yang mengamanatkan adanya 

keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur dalam 

penyelenggaraan kegiatan pertambangan. 

Asas Akuntabilitas adalah asas yang mana dalam kegiatan 

pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar 

sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan 

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan adalah asas yang secara terencana 

mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial 

budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan 

batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan 

masa mendatang.3 

Undang-Undang Minerba tahun 2020 ini dianggap 

menguntungkan para industri bidang pertambangan, hal itu 

terdapat pada perizinan kegiatan pertambangan hingga adanya 

 
3 Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di 

Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, 7. 
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iming-iming mendapatkan royality 0% apabila dapat 

memberikan dampak positif terhadap pendapatan Negara. 

Dalam Undang-Undang Minerba tahun 2020 ada salah satu 

Pasal yang mengkhawatirkan untuk masyarakat. Pasal tersebut 

adalah Pasal 162, dimana dijelaskan bahwa: 

“setiap orang yang mengganggu ataupun merintangi 

kegiatan usaha pertambangan yang dimiliki dari pemegang 

IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat 

sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Ayat (2) dipidana dengan 

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling 

banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.4 

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah suatu izin untuk 

dilakukannya suatu kegiatan pertambangan. IUP ini diberikan 

kepada badan usaha, koperasi, dan perusahaan perseorangan. 

Sedangkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) 

adalah izin dilakukannya kegiatan pertambangan di wilayah 

izin usaha pertambangan khusus. IUPK dapat diberikan oleh 

Menteri kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan usaha swasta. 

Untuk pengertian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) 

adalah izin melaksanakan kegiatan pertambangan di wilayah 

pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi 

 
4 Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara. 
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terbatas. IPR diberikan oleh Menteri kepada orang 

perseorangan yang dimana merupakan penduduk setempat, 

serta diberikan kepada koperasi yang anggotanya merupakan 

penduduk setempat. 

Sedangkan pengertian Surat Izin Penambangan Batuan 

(SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan 

usaha pertambangan bantuan jenis tertentu atau untuk keperluan 

tertentu. SIPB dapat diberikan oleh Menteri kepada: 

a. Badan Usaha Milik Daerah 

b. Badan Usaha Milik Desa 

c. Badan usaha milik swasta dalam rangka penanaman 

modal dalam negeri 

d. Koperasi 

e. Perusahaan perseorangan 

Dapat dikatakan Pasal 162 Undang-Undang Mineral dan 

Batubara (Minerba) tersebut akan dianggap akan menimbulkan 

kriminalisasi masyarakat yang menolak adanya kegiatan usaha 

pertambangan yang dilakukan di daerahnya. Sedangkan untuk 

syarat yang dimaksud dalam Pasal 136 Undang-Undang 

Minerba yaitu: 

1. “Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan 

operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan 

pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan”. 
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2. “Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Ayat 

(1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan 

kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK”.5 

Pasal 162 Undang-Undang Mineral dan Batubara tahun 

2020 ini juga mempunyai permasalahan terkait dengan konflik 

maupun pertentangan norma. Pasal 162 ini dianggap 

bertentangan dengan Pasal 66 UU PPLH, dimana ini dalam 

Pasal 66 tersebut dijelaskan bahwa “setiap orang yang 

memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat 

secara perdata”. Sehingga hal ini mengakibatkan adanya 

ketidak pastian hukum apabila terjadi suatu konflik ataupun 

masalah antara masyarakat dengan industri pertambangan. 

Dapat dikatakan bahwa para industri pertambangan 

diberikan hak untuk bisa memidanakan masyarakat yang 

dianggap mengganggu kegiatan pertambangan mereka melalui 

Pasal 162 Undang-Undang Mineral dan Batubara tahun 2020 

ini. Akan tetapi masyarakat juga diberikan suatu perlindunagn 

hukum dengan melalui Pasal 66 UU PPLH ini. Perlindungan 

hukum ini diberikan untuk masyarakat bisa memperjuangkan 

hak atas lingkungan hidupnya sesuai dengan amanat yang ada 

dalam Pasal 28H UUD NKRI Tahun 1945. Selain itu juga hak 

 
5 Pasal 136 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara. 
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atas lingkungan hidup merupakan bagian dari hak asasi 

manusia.6 

Jaminan perlindungan hukum dalam hal hak asasi 

manusia terkait dengan hak atas lingkungan hidup menjadi 

tanggung jawab Negara, yang dimana harus dilindungi dan juga 

dilaksanakan. Menurut Jimly Ashsiddique, melalui Pasal 28H 

UUD NKRI Tahun 1945 negara sudah menjamin adanya 

perlindungan terhadap hak masyarakat terkait dengan hak 

masyarakat atas lingkungan hidup. Sehingga hak masyarakat 

atas lingkungan hidup. Sehingga hak masyarakat tersebut tidak 

bisa dikurangi maupun dihilangkan.7 

Sehingga dengan cara yang dapat dilakukan untuk 

menyelesaikan pertentangan norma yang terjadi antara Pasal 

162 UU Minerba tahun 2020 dengan Pasal 66 UU PPLH ini 

sebelumnya sudah dijelaskan bahwa peraturan perundang-

undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya 

atau peraturan yang lebih tinggi kedudukannya (hierarkinya). 

Hal ini berguna untuk mencegah terjadinya tumpang tindih 

antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Apabila 

terjadi tumpang tindih antara norma satu dengan norma lain ini 

akan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. 

Ketidakpastian hukum dapat terjadi karena tataran pelaksanaan 

 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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maupun pada tataran teknis penegak hukum binggung mana 

yang harus digunakan untuk menyikapi suatu hal yang terjadi. 

Pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan 

penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi 

pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah 

secara berkelanjutan. Adanya revisi menandakan bahwasanya 

untuk menyempurnakan pengaturan terdahulu. Tetapi lain 

halnya revisi UU Minerba. UU Minerba menuai respon 

berbagai masyarakat. Sebagian besar masyarakat menilai 

bahwa kewenangan pemerintah pusat dalam memberikan izin 

pertambangan akan kental dengan konflik kepentingan (conflict 

of interest).8 Benturan kepentingan dari pihak yang berkuasa 

dikhawatirkan merusak iklim investasi pertambangan yang 

merugikan masyarakat. Apalagi banyak perusahaan 

pertambangan yang tidak memperhatikan sisi kehidupan sosial 

masyarakat setempat dan dampak lingkungan yang ada. Di satu 

titik terdapat permasalahan krusial yang diakibatkan revisi UU 

Minerba ini yaitu HAM. Dimana pemerintah berpihak pada 

pelaku investasi daripada kesejahteraan rakyat. 

Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat 

bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, 

antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, 

 
8 Nur Fadilah Al-Idrus, “Dampak Politik Hukum Dan Respon Masyarakat 

Atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba,” Jurnal Penegakan Hukum dan 

Keadilan 3, no. 2 (2022): 114-27. 
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yang apabila di buang ke dalam media lingkungan hidup dapat 

mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan 

hidup manusia serta makhluk hidup lain. Dengan menyadari hal 

tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu 

dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan 

berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia. Menyadari 

potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi 

dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian 

dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan 

(AMDAL) adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan 

lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan 

akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan 

mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya 

sertifikasi bagi penyusun dokumen AMDAL, serta dengan 

memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang AMDAL. 

AMDAL juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam 

memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum 

diperoleh izin usaha.9 

 

 

 
9 Deviani, E. Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Dampak 

Lingkungan (AMDAL) Reklamasi Pantai di Kota Bandar Lampung. Fiat Justisia: 

Jurnal Ilmu Hukum, 2012. Vol.6, 1. 
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B. Tindak Pidana Pasal  162 UU Minerba (Studi Putusan 

PN Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn) 

1. Deskripsi Kasus 

Dalam putusan perkara Pidana yang dikeluarkan 

Pengadilan Negeri Bojonegoro, bahwa mereka terdakwa I. 

AI, terdakwa 2. ISB dan terdakwa 3.PO, baik bertindak 

sendiri maupun bersama-sama pada hari yang tidak dapat 

diingat lagi tanggal 11 Januari 2023 atau setidak-tidaknya di 

dalam tahun 2023 bertempat dilokasi pertambangan PT. 

Wira Bhumi Sejati Desa Sumuragung Kecamatan Baureno 

Kabupaten Bojonegoro atau setidak tidaknya di suatu tempat 

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 

Negeri Bojonegoro, berwenang memeriksa dan mengadili 

perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh 

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan 

merintangi atau mengganggu kegiatan usaha 

Pertambangan dari pemegang IUP (Ijin Usaha 

Pertambangan), IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus), 

IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat 2 UURI no. 4 

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 

perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara 

dan keadaan sebagai berikut; 
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Bahwa PT Wira Bhumi Sejati memiliki izin untuk 

melakukan pertambangan sebagaimana dengan kode WIUP 

MODI: 2235005442014001 dan Nomor SK IUPOP: 

100/1/IUP/PMDN/2021 yang memiliki masa berlaku 

sampai dengan tanggal 13 Agustus 2032 dengan komoditi 

tambang Batu Gamping dengan luas 299,98 Ha (dua ratus 

sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan 

hektare), halmana berdasarkan Keputusan Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal No: 100/1/IUP/PMDN/2021 

tanggal tanggal 22 Februari 2021 tentang Persetujuan 

Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap 

Kegiatan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Jenis 

Tertentu Untuk Komoditas Batu Gamping Kepada PT Wira 

Bhumi Sejati PT. Wira Bhumi Sejati, yang terletak di 

Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, sudah 

dilakukan sejak tahun 1997, sedangkan untuk Desa 

Sumuragung sejak tahun 2016; 

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023, ada sekumpulan 

warga Desa Sumuragung termasuk terdakwa I AI, terdakwa 

II Isb dan terdakwa III Po datang ke lokasi tambang PT. Wira 

Bhumi Sejati menanyakan legalitas ijin pertambangan dan 

dana kompensasi yang diberikan oleh PT. Wira Bhumi Sejati 

kepada Pemerintah Desa Sumuragung Kecamatan Baureno 

Kabupaten Bojonegoro {diwakili terdakwa I AI} 
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Bahwa terkait dengan legalitas ijin pertambangan, 

saksi Akhmad Rosidi menunjukkan kepada Terdakwa I AI 

salinan IUP OP PT. Wira Bhumi Sejahtera yang berakhir 

pada tanggal 13 Agustus 2032, namun terdakwa I AI 

menganggap proses perpanjangan perijinan tersebut tidak 

prosedural, sehingga warga Desa Sumuragung dengan 

inisiator terdakwa I AI akan menutup akses jalan masuk 

pertambangan. 

Bahwa terdakwa I AI bersama dengan terdakwa II Isb 

dan terdakwa III Po kemudian menutup jalan keluar masuk 

pertambangan dengan cara mengunci portal dengan 

gembok, sehingga kegiatan pertambangan terhenti. 

Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023, akses jalan 

keluar masuk pertambangan dibuka oleh PT. Wira Bhumi 

Sejati, dengan cara membuka portal yang digembok, 

selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2023 dilakukan mediasi, 

namun mediasi gagal. 

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 terdakwa I AI 

juga memimpin warga untuk melakukan demo ke Balai Desa 

Sumuragung dan ke lokasi tambang untuk melakukan 

penutupan tambang, lalu pada tanggal 3 Februari 2023 

terdakwa I AI sebagai juru bicara dalam aksi demo yang 

menuntut pemerintah Desa untuk melakukan penutupan 

permanen; 
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Bahwa terdakwa II Isb berperan sebagai wakil dari 

terdakwa I AI mendampingi menjadi juru bicara pada saat 

demo, untuk terdakwa III Po berperan melakukan 

pemasangan gembok pada portal dan mengikat portal 

dengan menggunakan kawat baja pada tanggal 18 Januari 

2023 yang dibuat di dekat kantor milik PT. Wira Bhumi 

Sejati; 

Bahwa mereka terdakwa melakukan aksi demo dalam 

rangka menuntut pihak pemerintah Desa Sumuragung 

terkait dana kompensasi yang diperoleh dari PT. Wira Bhumi 

Sejati, akan tetapi pihak Desa tidak menanggapi, karena 

warga yang terdampak kerusakan lingkungan yang berada di 

sekitar lokasi pertambangan dan hanya mendapatkan beras 

sebanyak 15 (limabelas) kg selama 6 (enam) tahun, yang 

mana dana kompensasi dari PT. Indah Logistic & 

Cargo diserahkan ke Pemerintah Desa, untuk itu mereka 

terdakwa menuntut jalan poros desa difungsikan kembali; 

Bahwa perbuatan para terdakwa menutup akses jalan 

keluar masuk pertambangan telah merintangi atau 

menganggu kegiatan usaha Pertambangan yang dilakukan 

oleh PT. Wira Bhumi Sejati. 

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa PT. Wira 

Bhumi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 

770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta ribu rupiah)atau 
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setidak-tidaknya sejumlah itu, karena tidak melakukan 

operasi pertambangan gamping terganggu dan terhenti 

selama kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hari. 

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam pasal 162 Undang-Undang nomer 3 

Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 

2. Tuntutan 

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang 

diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai 

berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa 1 AI, Terdakwa 2 ISB dan 

Terdakwa 3 PO terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana mereka yang 

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut 

serta melakukan perbuatan merintangi atau 

mengganggu kegiatan usaha Pertambangan dari 

pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang telah 

memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 136 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “ 
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sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan 

tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 162 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP. 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. AI, terdakwa 

2. ISB dan terdakwa 3. PO dengan pidana kurungan 

masing- masing selama 5 (lima) bulan; 

3. Menyatakan barang bukti berupa : 

- 1 (satu) buah rantai dengan panjang sekitar kurang 

lebih 1 meter, 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan 

”Berdasarkan Keputusan Dirjen Mineral dan 

Batubara Kementrian ESDM No. 

B/571/MB.05/DJB/B/2021 Tambang Batu Gamping 

PT. Wira Bhumi Sejati di Kecamatan Baureno di 

Tutup oleh warga Masyarakat Desa Sumuragung”; 

Dirampas untuk dimusnahkan; 

- 1 (satu) buah flashdish yang berisi foto dan video 

penutupan tambang Pt. Wira Bhumi Sejati; 

Tetap terlampir dalam berkas perkara; 
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4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani 

membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 

5.000,- ( lima ribu rupiah). 

3. Putusan dan Pertimbangan Hukum Hakim (Studi 

Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 

132/Pid.Sus/2023/PN Bjn) 

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 

berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa 

dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana 

sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum; 

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh 

Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 162 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 

55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 

1. Unsur Setiap Orang; 

2. Unsur perbuatan merintangi atau mengganggu 

kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP 

(Ijin Usaha Pertambangan), IUPK (Ijin Usaha 

Pertambangan Khusus), IPR, atau SIPB yang 

telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) UURI No. 4 

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara; 

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh 

melakukan, dan yang turut serta melakukan 

perbuatan; 

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim 

mempertimbangkan sebagai berikut: 

Ad.1. Unsur Setiap Orang; 

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah 

orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan 

hokum maupun yang tidak berbadan hukum. (vide Pasal 1 

angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara), dengan demikian 

menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu 

orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek 

hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, 

dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan 

dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur 

yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan 

sebagai pelaku yang dapat dimintakan 

pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena 

kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek 
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hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan 

lain; 

Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam 

persidangan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan 

identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat 

Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan 

Saksi-Saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim 

berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat Error in 

Persona atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga 

yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah 

Terdakwa I. Akhmad Imron, Terdakwa II. Isbandi dan 

Terdakwa III. Parno sebagai orang perorangan yang dapat 

dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang 

lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para Terdakwa 

memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang 

didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan 

pembenar dan pemaaf yang menghapuskan 

pertanggungjawaban Para Terdakwa, sehingga Majelis 

Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi; 

Ad.2. Unsur perbuatan merintangi atau mengganggu 

kegiatan usaha Pertambangan dari pemegang IUP (Ijin 

Usaha Pertambangan), IUPK (Ijin Usaha Pertambangan 

Khusus), IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat 



78 

 

 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) UURI No. 

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, 

tersusun dari anasir-anasir delik sehingga apabila salah satu 

anasir delik telah terbukti maka unsur ini telah terbukti; 

Bahwa berdasarkan penafsiran secara gramatikal 

maka pengertian merintangi adalah mengalang-ngalangi, 

sedangkan arti mengganggu adalah sesuatu yang 

menyusahkan, hal yang menyebabkan ketidakwarasan atau 

ketidaknormalan, hal yang menyebabkan ketidaklancaran; 

Bahwa yang dimaksud Usaha Pertambangan adalah 

kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara 

yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, 

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, 

pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan 

dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta 

pasca tambang (vide Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang PerubahanUndang- Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara); 

Bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya 

disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha 

pertambangan (vide Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 
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3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara); 

Bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang 

selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk 

melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha 

pertambangan khusus (vide Pasal 1 angka 11 Undang- 

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara); 

Bahwa Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya 

disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha 

pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan 

luas wilayah dan investasi terbatas (vide Pasal 1 angka 10 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara); 

Bahwa Pasal 136 ayat (2) UURI No. 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan 

Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud 

padaayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan 

kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK; 

Bahwa ketentuan Pasal 136 ayat (1) UURI No. 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

menyatakan Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan 
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kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas 

tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.; 

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap 

dipersidangan berawal dari tuntutan sebagian warga desa 

Sumuragung kepada pemerintahan desa Sumuragung yang 

tidak pernah ditindaklanjuti terkait keterbukaan pembukuan 

uang kompensasi dari PT. Wira Bhumi Sejati (PT. WBS) 

kepada pemerintahan desa Sumuragung selama 6 (enam) 

tahun sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2021, dimana 

warga mendapat kompensasi berupa beras yang bervariasi 

ada yang mendapat 10 (sepuluh) kg dan ada 25 (dua puluh 

lima) kg, selanjutnya warga tidak diberitahukan kalau izin 

pertambangan PT. WBS telah diperpanjang serta tidak 

dapatnya akses jalan menuju kebun atau difungsikan 

kembali jalan poros desa, atas tuntutan tersebut dilakukan 

aksi demo di Balai Desa Sumuragung kemudian jalan akses 

pertambangan PT. WBS di Desa Sumuragung portalnya 

ditutup dengan gembok; 

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 

Terdakwa I dan Terdakwa II melihat adanya warga sudah 

berkumpul di depan warung yang akan menutup tambang 

Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Kabupaten 

Bojonegoro, Terdakwa I dan Terdakwa II mengusulkan 
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kepada warga lebih baik menanyakan kelokasi tambang 

terkait perpanjangan perizinan tambang PT. WBS, sehingga 

warga menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk bertanya 

kemudian Terdakwa I bertanya kepada saksi Arif di kasir dan 

dijawab tidak tahu kemudian Terdakwa I meminta 

dihubungkan dengan saksi Roshid sama mas Fausan, oleh 

saksi Roshid disuruh menunggu 10 menit, kemudian datang 

keamanan dari panitia gunung utusan pak Kades yang 

mengikuti, setelah satu jam ditanyakan kembali ke saksi Arif 

dijawab tidak ada kejelasan, maka Terdakwa I menjawab 

kalau tidak ada kejelasan nanti kami tutup tambang dijawab 

saksi Arif “ya silahkan saya suka saya senang”, Terdakwa I 

dan Terdakwa II keluar lokasi tambang dan menyampaikan 

ke warga kemudian warga emosi sehingga menutup portal 

yang dibuat oleh pemerintah desa Sumuragung dengan 

gembok dimana Terdakwa II ikut menyumbang uang untuk 

membeli gembok sekitar Rp18.000,00 (delapan belas ribu 

rupiah) setelah Terdakwa I menyuruh salah satu warga untuk 

minta uang kepada Terdakwa II, setelah digembok kunci 

gembok diserahkan kepada Terdakwa II; 

Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I dan 

Terdakwa II didatangi oleh Babinsa, Koramil dan juga kaur 

Kesra pak Supardi dirumah masing-masing tapi tidak 

bertemu, selanjutnya setelah diberitahu untuk dilakukan 
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mediasi Terdakwa I dan Terdakwa II ke balai desa dimana 

saat itu warga sudah berkumpul, kemudian dilakukan mediasi 

terdiri dari warga diwakili oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, 

pihak perusahaan PT. WBS diwakili saksi Roshid, 

pemerintah desa Sumuragung dan dari kepolisian, dalam 

mediasi saksi Roshid menunjukkan fotokopi perpanjangan 

izin pertambangan PT. WBS berupa fotokopi IUP Nomor 

100/1/IUP/PMDN/2021 dan hasil mediasi tidak berhasil 

karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak puas dengan 

jawaban saksi Roshid yang tidak mengetahui prosedur 

perizinan pertambangan yang sudah diperpanjang sampai 

dengan tahun 2032, sedangkan menurut Terdakwa I dan 

Terdakwa II karena surat yang dibawa saksi Roshid tidak 

boleh difoto dan difotokopi, sehingga ada kecurigaan yang 

sebelumnya sudah beredar ada pemberhentian sementara 

yang didapatkan dari aplikasi di MOMI, selanjutnya 

pemerintah desa Sumuragung mengundang kembali untuk 

dilakukan mediasi pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 

dengan memanggil manajemen perusahaan PT. WBS dari 

Surabaya; 

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 

portal dibuka secara paksa oleh perusahaan yang dilakukan 

oleh saksi Nurul Huda; 
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Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. 

WBS sejak tanggal 18 Januari 2023 tidak bisa beroperasi dan 

beroperasi lagi tanggal 15 Mei 2023 sehingga total tidak 

beroperasi 110 hari sudah dipotong dengan hari raya dengan 

rata-rata penjualan sehari diperkirakan Rp7.000.000,00 

(tujuh juta rupiah) sehingga estimasi kerugian sekitar 

Rp770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah); 

Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan 

tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat 

bahwaunsur “perbuatanm merintangi kegiatan usaha 

Pertambangan dari pemegang IUP (Ijin Usaha 

Pertambangan)yang telah memenuhi syarat-syarat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) UURI No. 

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan 

para terdakwa; 

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh 

melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan; 

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP merupakan delik 

penyertaan (deelneming) yang menentukan bahwa dihukum 

sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang 

melakukan, yang menyuruh atau turut serta melakukan 

perbuatan itu; 
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Bahwa yang dimaksud mereka yang melakukan 

(pleger) adalah bahwa pada dasarnya perbuatannya telah 

memenuhi semua unsur tindak pidana, yang mana bagi 

tindak pidana formil wujud perbuatannya ialah sama dengan 

perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak 

pidana, sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan 

apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang 

dilarang oleh undang-undang. Yang mana untuk dapat 

dikatakan mereka yang melakukan (pleger) harus 

memerlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, 

keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini 

perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga 

mewujudkan suatu tindak pidana yang dituju, sedangkan 

yang dimaksud yang menyuruh melakukan (doen pleger) 

pada dasarnya undang-undang tidak menerangkan tentang 

siapa yang dimaksud yang menyuruh melakukan itu, akan 

tetapi didalam MvT WvS Belanda menyatakan bahwa 

“yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang 

melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, 

melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat 

dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa 

kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab karena 

keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada 

kekerasan”; 
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Bahwa berdasarkan keterangan MvT tersebut 

dapatlah disimpulkan bahwa penentuan bentuk pembuat 

penyuruh lebih ditekankan pada ukuran objektif, ialah 

kenyataannya tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain 

yang ada dalam kekuasaannya sebagai alat, yang dia berbuat 

tanpa kesalahan dan tanpa tanggungjawab sehingga tidak 

dapat dipertanggungjawabkan terhadap pembuat materiil 

tersebut. Demikian juga VOS menyatakan bahwa tidak 

dipidananya pembuat materiil dalam bentuk menyuruh 

lakukan disebabkan oleh beberapa hal yaitu : Orang yang 

disuruh melakukan (manus ministra) adalah tidak mampu 

bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena jiwanya 

cacat dalam pertumbuhannya dan terganggu jiwanya karena 

penyakit, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 44 KUHP; 

Pembuat materiilnya itu terpaksa melakukan perbuatan yang 

pada kenyataannya tindak pidana karena adanya pengaruh 

daya paksa (overmacht) sebagaimana yang dimaksud oleh 

Pasal 48 KUHP; Manus ministra melakukan perbuatan yang 

pada kenyataannya tindak pidana oleh sebab menjalankan 

perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik, 

sebagaimana yang dimaksud Pasal 51 ayat (2) KUHP; Pada 

diri pembuat materiil tidak terdapat kesalahan baik berupa 

kesengajaan maupun kealpaan; Manus ministra dalam 

melakukan perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur 
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dari tindak pidana yang dirumuskan undang-undang. 

Misalnya tindak pidana itu membutuhkan kualitas pribadi 

tertentu pembuatnya, atau memerlukan unsur kesengajaan 

atau unsur melawan hukum, tetapi pada orang itu maupun 

pada perbuatannya tidak ada; 

Bahwa kemudian tentang siapa yang dimaksud 

dengan Turut serta melakukan (medepleger) oleh MvT WvS 

Belanda diterangkan bahwa yang dimaksud turut serta 

melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat 

(meedot) dalam melakukan suatu tindak pidana; 

Bahwa pandangan luas tentang pembuat peserta tidak 

mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama 

dengan perbuatan seorang pembuat (dader), perbuatannya 

tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, 

sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan 

tindak pidana asalkan kesengajaannya sama dengan 

kesengajaan dari pembuat pelaksananya. Hoge Raad dalam 

arrestnya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya 

bentuk pembuat peserta, yaitu: Antara para peserta ada 

kerjasama yang diinsyafi; Para peserta telah sama-sama 

melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan; 

Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh Hoge 

Raad tadi maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta 

ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu: 
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Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerja samanya untuk 

mewujudkan tindak pidana, ialah berupa 

keinsyafan/kesadaran seorang peserta terhadap peserta 

lainnya mengenai apa yang diperbuat oleh masing-masing 

dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang sama-sama 

dikehendaki Kesengajaan yang ditujukan dalam hal 

mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak 

pidana, disini kesengajaan pembuat peserta adalah sama 

dengan kesengajaan pembuat pelaksana yaitu sama-sama 

ditujukan kepada penyelesaian tindak pidana; 

MENGADILI: 

1. Menyatakan Terdakwa I. AI, Terdakwa II. Isb dan 

Terdakwa III. Po tersebut di atas, terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut 

serta melakukan perbuatan merintangi kegiatan usaha 

Pertambangan dari pemegang IUP (Ijin Usaha 

Pertambangan) yang telah memenuhi syarat-syarat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) UURI 

No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara” sebagaimana dalam dakwaan tunggal 

Penuntut Umum; 

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena 

itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 

(tiga) bulan; 
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3. Menetapkan pidana kurungan tersebut tidak usah dijalani 

kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang 

menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan 

suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 

(enam) bulan berakhir; 

4. Menetapkan barang bukti berupa: 

- 1 (satu) buah rantai dengan panjang sekitar kurang 

lebih 1 meter; 

- 1 (satu) spanduk yang bertuliskan “Berdasarkan 

Keputusan Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian 

ESDM No. B/571/MB.05/D3B/B/2021 Tambang 

Batu Gamping PT. Wira Bhumi Sejati di 

KecamatanBaureno di tutup oleh Warga Masyarkat 

Desa Sumuragung”; 

Dimusnahkan; 

- Flashdish yang berisifoto dan video penutupan 

tambang PT. Wira Bhumi Sejati; 

Tetap terlampir dalam berkas; 

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya 

perkara masing- masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu 

rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, 

tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Nalfrijhon, S.H.,M.H., 
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sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H.,M.H. dan 

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai 

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam siding terbuka untuk 

umum pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh 

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota 

tersebut, dibantu oleh Kusaeri, S.H., Panitera Pengganti pada 

Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry 

Wahyudi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 

Bojonegoro dan Para Terdakwa dengan didampingi 

Penasihat Hukum Para Terdakwa.10

 
10 Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN 

Bjn. 
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BAB IV 

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP 

PEMIDANAAN DALAM PASAL 162 UU MINERBA 

(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 

BOJONEGORO NOMOR: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn) 

A. Dasar Pemidanaan Pasal 162 Undang-Undang 

Minerba dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn) 

Menurut Barda Nawawi Arief dan Muladi sebagaimana 

yang dikutip oleh Titik Suharti, pidana memiliki unsur atau ciri-

ciri antara lain; pidana menjatuhkan pengenaan penderitaan 

atau nestapa; pidana ditetapkan dengan sengaja oleh badan atau 

kekuasaan yang sah; pidana merupakan konsekuensi dari 

perbuatan tindak pidana dan dikenakan kepada seseorang atau 

badan hukum. Hakikat dari hukum pidana bertujuan untuk 

melaksanakan hal yang tertib, dengan tujuan mempengaruhi 

tingkah laku serta penyelesaian konflik. 

Beberapa teori telah mendeskripsikan apa itu tujuan 

pemidanaan. Teori pemidanaan cenderung mengerucut pada 

dua arah yang berbeda yaitu pendekatan reduksi dengan melihat 

pemidanaan sebagai alat kontrol sosial untuk meminimalisir 

perbuatan antisosial dengan melakukan pencegahan, 

rehabilitasi, dan sosialisasi. Selain itu adalah pendekatan 
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retributif atau pembalasan. Pemidanaan dipandang sebagai 

tanggapan moral yang pantas dan perlu dilakukan atas 

perbuatan terlarang. Menurut Garland, pemidanaan ialah suatu 

proses hukum terhadap pelaku yang dipersalahkan dan dipidana 

berdasarkan kualifikasi perbuatan dan mekanisme hukum yang 

berlaku.1 Karena dengan pemberian hukum pidana bertujuan 

agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana yang sama di 

kemudian hari. 

Sebagaimana Barda Nawawi Arief menjabarkan inti dari 

tujuan pemidanaan ialah perlindungan atas terjadinya 

kejahatan. Pertama, perlindungan masyarakat terhadap tindak 

pidana. Orientasi melindungi kepentingan umum dengan 

melakukan pencegahan atas kejahatan, menjaga ketertiban dan 

keamanan masyarakat, serta pemulihan keseimbangan dalam 

rangka terselesaikan konflik dan tercapainya rasa damai. 

Kedua, perlindungan dan pembinaan individu. Orientasi lebih 

kepada memasyarakatkan kembali pelaku pidana dan 

menghindarkan pelaku dari pengenaan pidana yang sewenang-

wenang.2 

Telaah tujuan pemidanaan kebijakan kriminalisasi delik 

Pasal 162 UU Minerba adanya disorientasi kebijakan kriminal 

dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Dapat disimpulkan 

 
1 Febby Mutiara, Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi, 

Jakarta, Rajawali Pers, 2020, 21-22. 
2 Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan. 43. 
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bahwa apabila tujuan pidana dari Pasal 162 haruslah 

diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk 

mencapai kesejahteraan sosial. Problemnya, kebijakan 

kriminalisasi yang termuat di dalam Pasal 162 tidak melihat 

aspek kepentingan umum secara menyeluruh. Meskipun 

disadari, pihak pembentuk undang-undang lebih melindungi 

kepentingan kerugian pemegang izin usaha pertambangan dari 

pada pemegang hak atas tanah. 

Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) ini 

berbunyi ”Setiap orang yang merintangi atau mengganggu 

kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, 

IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda 

paling banyak Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah)”.3 

Catatan kriminalisasi dalam sektor pertambangan yang 

disebabkan oleh penggunaan Pasal 162 UU Minerba sudah 

terlihat jelas bahwasanya penggunaan Pasal 162 UU Minerba 

yang didalamnya memuat sanksi pidana bagi siapa saja yang 

merintangi atau menganggu aktivitas pertambangan telah 

 
3 Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara. 
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melanggar norma atau aturan yang memuat tentang Hak 

Keadilan dan Status Kewarganegaraan. Jelas sekali, tidak ada 

satu ayat pun dalam Pasal 162 UU Minerba yang mencerminkan 

unsur aduan. Tanpa panduan yang jelas mengenai unsur-unsur 

perselisihan yang ingin diselesaikan oleh pasal tersebut di atas, 

proses hukum mungkin akan dimulai dengan hati-hati dan 

membuat penilaian yang masuk akal terhadap memburuknya 

keadilan perselisihan yang timbul.4 Norma atau aturan 

mengenai Hak Keadilan dan Status Kewarganegaraan telah 

dimuat dalam UUD 1945, tepatnya pada Pasal 28D UUD 1945 

yang mengatur Hak Keadilan dan Status Kewarganegaraan. 

Ketentuan dalam Pasal 28D UUD 1945 menerangkan bahwa 

setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum. Disini masyarakat memiliki hak untuk 

mendapatkan keadilan, perlindungan atas hak asasinya, 

kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

Jadi apabila masyarakat merasa bahwa sulitnya mereka 

mendapatkan keadilan, perlindungan HAM, kepastian hukum 

serta perlakuan yang berbeda terhadap mereka dihadapan 

 
4 Pradipta Pandu, “UU Minerba Digunakan untuk Mengkriminalisasi 

Masyarakat,”https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-

teknologi/2022/03/09/uu-minerba-digunakan-untuk-mengkriminalisasi-

masyarakat, di akses 15 April 2024. 

https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2022/03/09/uu-minerba-digunakan-untuk-mengkriminalisasi-masyarakat
https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2022/03/09/uu-minerba-digunakan-untuk-mengkriminalisasi-masyarakat
https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2022/03/09/uu-minerba-digunakan-untuk-mengkriminalisasi-masyarakat
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hukum. Artinya pemerintah sudah melanggar norma hukum 

yang termuat dalam UUD 1945.5 

 Terlebih lagi, Pasal 162 UU Minerba pernah diajukan ke 

lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) oleh WALHI dkk, untuk 

dilakukan uji materi dengan Undang-Undang Dasar 1945.6 

Meskipun hakim MK Menyatakan bahwa Pasal 162 tidak 

bertentangan dengan konstitusi, akan tetapi Pasal 162 jo Pasal 

136 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dengan 

ketentuan pasal yang menerangkan bahwa setiap orang berhak 

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, 

berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari 

ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 

meningkatnya kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 

manusia.7 Dalam pasal ini juga menerangkan bahwa setiap 

orang berhak untuk memajukan dan memperjuangkan haknya 

secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan 

negaranya. 

 
5 May Rahmadi, ”Memahami Keberpihakan RUU Minerba pada Perusahaan 

Tambang,”https://www.ekuatorial.com/2020/06/singkat-memahami-

keberpihakan-ruu-minerba-pada-korporat/, di akses 15 April 2024. 
6 WALHI, ”Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat 

Luas,”https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-

merugikan-masyarakat-luas, di akses 23 April 2024. 
7 CNN Indonesia,”MK Tolak Uji Materi Undang-Undang Minerba Usai Hari 

Pertambangan,”https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220929202935-12-

854455/mk-tolak-uji-materi-uu-minerba-usai-hari-pertambangan-dan-energi, di 

akses 24 April 2024. 

https://www.ekuatorial.com/2020/06/singkat-memahami-keberpihakan-ruu-minerba-pada-korporat/
https://www.ekuatorial.com/2020/06/singkat-memahami-keberpihakan-ruu-minerba-pada-korporat/
https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas
https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220929202935-12-854455/mk-tolak-uji-materi-uu-minerba-usai-hari-pertambangan-dan-energi
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220929202935-12-854455/mk-tolak-uji-materi-uu-minerba-usai-hari-pertambangan-dan-energi
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Selain telah melanggar norma atau aturan mengenai Hak 

untuk Mengembangkan Diri yang termuat dalam Pasal 28C 

UUD 1945, penggunaan Pasal 162 UU Minerba juga telah 

melanggar norma atau aturan mengenai Hak Memperoleh 

Perlindungan yang termuat dalam Pasal 28G UUD 1945. 

Ketentuan dari Pasal 28G UUD 1945 menerangkan bahwa 

setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah 

kekuasaannya. Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan 

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat 

sesuatu yang merupakan hak asasi. Arti dari Pasal 28G UUD 

1945 menyatakan bahwa masyarakat berhak untuk 

mendapatkan perlindungan atas diri mereka, rasa aman, serta 

ancaman ketakutan yang berasal dari luar. Dari kasus 

penengkapan beberapa masyarakat yang merasa dirugikan atas 

kegiatan usaha pertambangan yang berlangsung di dekat 

wilayah pemukiman mereka, hal tersebut sudah melanggar hak 

masyarakat untuk mendapatkan rasa aman, terbebas kasus 

kriminalisasi yang berujung konflik keributan hingga 

penganiayaan dan perlakuan yang merendahkan derajat 

martabat masyarakat sebagai manusia. 

Kemudian dari adanya Pasal 162 UU Minerba ini juga 

syarat akan mengkriminalisasian HAM. Siapapun masyarakat 

yang mencoba untuk mempertahankan atas tanah atau wilayah 
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mereka, maka itu sudah dianggap merintangi atau menganggu 

jalannya kegiatan usaha pertambangan. Padahal, masyarakat 

juga memiliki hak untuk mempertahankan apa yang menjadi 

miliknya atau kuasanya. Penolakan yang dilakukan masyarakat 

pastinya bukan tanpa alasan yang jelas, penolakan tersebut 

terjadi karena melihat dan juga mereka merasakan dampak dari 

adanya aktivitas pertambangan tersebut terlebih pada kerusakan 

lingkungan. Bukannya membuat hidup masyarakat menjadi 

sejahtera, justru dengan dilakukannya aktivitas pertambangan 

di wilayah membuat hidup mereka menjadi sengsara. Aksi 

keberatan serta penolakan pun dianggap sebagai sikap 

merintangi dan menganggu, ditambah mereka yang sudah 

ditangkap, dijerat dengan Pasal 162 UU Minerba yang pada 

dasarnya Pasal 162 UU Minerba disebut juga sebagai “pasal 

karet” atau pasal yang memiliki makna multitafsir sehingga 

penggunaan pasal ini dapat berakibat mengkriminalisasi 

masyarakat. 

Belum lagi, mereka yang menyatakan pendapat ataupun 

protes atas dampak akibat usaha pertambangan yang tidak sama 

sekali memiliki hak atas tanah sudah tentu dapat dikenakan 

Pasal 162 dengan dalih perbuatan mereka memenuhi salah satu 

unsur merintangi dan menghalangi usaha pertambangan. 

Pemidanaan dari Pasal 162 hanya berorientasi pada ruang 
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lingkup pembalasan, bukan pada aspek tujuan dari pemidanaan 

itu sendiri. 

Melihat hasil dalam persidangan bahwa perkara pidana 

Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN 

Bjn terhadap terdakwa dengan inisial AI, Isb, dan Po telah 

memenuhi unsur Pasal 162 Undang-Undang Pertambangan 

Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa terdakwa 

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh 

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan 

merintangi atau mengganggu kegiatan usaha Pertambangan dari 

pemegang IUP (Ijin Usaha Pertambangan). 

Kebijakan kriminalisasi dengan menetapkan Pasal 162 

tentu tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yang saat ini telah 

berkembang, bukan hanya pembalasan akan tetapi lebih 

mengarahkan pada aspek tujuan. Topo Santoso ketika merujuk 

pendapat Nils Jareborg mengajukan enam paramenter 

kebijakan kriminalisasi atau dekriminalisasi atas suatu 

perbuatan, yaitu Blameworthiness (dapat dicelanya sifat jahat 

suatu perbuatan tergantung dari nilai atau kepentingan apa yang 

dilanggar atau dibahayakan oleh perbuatan dan berbasis pula 

pada kesalahan). Need (kebutuhan menggunakan sarana hukum 

pidana untuk mencapai tujuan diyakini dapat dicapai ketimbang 

gunakan sarana lainnya). Moderation (keseimbangan dalam 



98 

 

 

pengenaan pidana dengan tujuan yang ingin dicapai). Inefisiensi 

(tidak efisiennya melakukan kriminalisasi atas suatu perbuatan 

apapun tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan itu). 

Control Cost (biaya untuk pengendalian kriminalisasi 

dipandang sangat mahal ketika menggunakan sarana lain selain 

pidana). The Victim’s interest (kepentingan korban).8 

Berangakat dari parameter argumentasi kriminalisasi 

yang disampaikan di atas, maka prinsip kriminalisasi dari 

keenam itu disederhanakan menjadi prinsip perilaku yang tidak 

terlampau pantas dicela tidak boleh dikriminalkan. Semakin 

tinggi nilai tercelanya suatu perbuatan semakin kuat alasan 

kriminalisasi. Secara hukum, Pasal 162 telah menimbulkan 

ketidakpastian tujuan hukum pada frasa “merintangi atau 

mengganggu”. Nilai ketercelaan dalam Pasal 162 tidak begitu 

urgen untuk ditetapkan sebagai delik. Prinsip proporsionalitas 

tidak menjadi pertimbangan pembentuk undang-undang dalam 

menentukan kebijakan kriminal. Hal ini dilihat dari 

tersubordinasinya pemegang hak atas tanah dengan pemegang 

izin usaha pertambangan. 

 Melihat asas manfaat mengenai kebutuhan, biaya, dan 

inefisiensi. Penilaian terhadap keperluan dalam menetapkan 

kebijakan kriminalisasi atas Pasal 162 UU Minerba hanya 

 
8 Topo Santoso, Hukum Pidana Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali Pers, 

2020. 134-138. 



99 

 

 

mempertimbangkan atas manfaat bagi pemegang izin usaha 

pertambangan semata. Tanpa mau melihat manfaat lingkungan 

hidup dan kemanfaatan bagi manusia yang terdampak akibat 

pasca tambang. Logika keadilan yang mestinya dibangun oleh 

pembentuk undang-undang adalah aktivitas pertambangan 

sekecil dan sebesar apapun pasti berpotensi merusak 

lingkungan bahkan dapat menimbulkan konflik sosial di tengah 

masyarakat, meskipun diketahui manfaat hasil dari pengolahan 

pertambangan dapat meningkatkan pendapatan negara. 

Seharusnya kebijakan legislasi dalam hal ini menempatkan asas 

Premium Remedium terhadap perusak lingkungan terhadap 

orang maupun korporasi. 

Penegakan hukum pada Pasal 162 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 

132/Pid.Sus/2023/PN Bjn seharusnya manjadi alat kontrol 

sosial dari masyarakat dalam bentuk pengawasan informal perlu 

dipandang sebagai penguatan kepastian pengawasan negara 

terhadap usaha pertambangan. Bukan sebaliknya, kontrol sosial 

masyarakat dengan menyampaikan pendapat masyarakat 

dikriminalisasikan sebagai dasar pemidanaan melalui kebijakan 

pembentukan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 162 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara. 
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B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap 

Pemidanaan Pada Pasal 162 Undang-Undang Minerba 

dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 

132/Pid.Sus/2023/PN Bjn) 

Setiap perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada 

kejahatan moral, kriminalitas atau tindakan pidana adalah 

sebagai akibat gejala manusia yang ada di tengah-tengah 

kehidupan manusia yang dilakukan oleh manusia pula. Dalam 

melenyapkan segala bentuk penyimpangan merupakan hal yang 

sangat sukar untuk diwujudkan, namun kita tetap berusaha 

supaya kejahatan tidak merajalela.9 

Dalam hukum Islam berdasarkan konsep fiqh lingkungan 

hidup ini sangat berkaitan dengan Maqasid Syariah karena 

dalam merawat lingkungan ada unsur maslahat yang hal itu 

merupakan inti dari Maqasid Syariah yang ada lima (ushulul 

khomsah) (1). Menjaga agama (hifdzu din) (2). Menjaga jiwa 

(hifdzu nafs) (3). Menjaga akal (hifdzu aql) (4). Menjaga 

keturunan (hifdzu nasl) (5). Menjaga harta (hifdzu mal). Dari 

sini bisa kita ketahui bahwasanya lingkungan hidup merupakan 

 
9 M. Razik Ilham, “Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencurian Aliran Listrik 

Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang 

Ketenagalistrikan”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Raden Fatah 

Palembang, 2017, 37. 
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salah satu tujuan syari’at sehingga perlu adanya penjagaan 

kelestarian hidup demi kelangsungan makhluk hidup lainnya.10 

Sebagaimana inti dari Maqasid Syariah ialah menjaga 

kemaslahatan manusia, dengan adanya pelestarian lingkungan 

jelas akan banyak kemaslahatan yang diperoleh oleh ummat 

manusia, karena jika kita berbicara soal lingkungan pasti 

dikaitkan dengan manusia karena baiknya lingkungan akan 

berdampak pada manusia begitu pula sebaliknya, rusaknya 

lingkungan akan berdampak buruk bagi manusia. 

Di samping pertimbangan di atas, rumusan pemikiran 

hukumnya itu dikemukakan oleh Majlis Ulama sebagai hasil 

analisis komprehensif terhadap berbagai sumber ajaran yang 

tertuang dalam Al-Qur’an dan Sunnah, yang berkaitan dengan 

masalah pencemaran dan perusakan alam lingkungan. Menurut 

Majelis Ulama, masalah pencemaran dan perusakan lingkungan 

belum ditentukan keterangan yang jelas dari ulama dahulu, 

karena masalah ini termasuk masalah baru yang timbul di abad 

modern ini. Majelis Ulama dalam menghadapi masalah ini 

merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur’an, yaitu firman Allah dalam 

Surat Al-Qasas (28) Ayat 77: 

 
10 Muhammad Ramadhan, “Maqasid Syariah dan Lingkungan Hidup”, 

Analytica Islamica, Vol. 21 No. 2 Juli-Desember 2009, 127. 
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نْ يَا   بَكَ مِنَ الدُّ ارَ الَْهخِرةََ  وَلََ تَ نْسَ نَصِي ْ ُ الدَّ وَابْ تَغِ فِيْمَآ اهتهىكَ اللّهٰ
َ لََ  ُ الِيَْكَ  وَلََ تَ بْغِ الْفَسَادَ فِِ الََْرْضِۗ اِنَّ اللّهٰ وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّهٰ

بُّ الْمُفْسِدِيْنَ   يُُِ
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu 

melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan 

berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 

berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 

kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan”. (QS.28:77)11 

Kemudian dalam QS Al-A’raf (7) Ayat 56 berbunyi: 

طَمَعًاۗ اِنَّ  وَلََ تُ فْسِدُوْا فِِ الََْرْضِ بَ عْدَ اِصْلََحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفاً وَّ
نَ الْمُحْسِنِيَْ   رَحَْْتَ اللّهِٰ قَريِْبٌ مِٰ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 

sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya 

dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan 

dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada 

orang-orang yang berbuat baik”. (QS.7:56)12 

Dan dalam QS Ar-Rum (30) Ayat 41 yang berbunyi 

sebagai berikut: 

 
11 Tim Penerjemah, Program Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: 

Kementrian Agama RI, 2019). 
12 Tim Penerjemah, Program Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: 

Kementrian Agama RI, 2019). 
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ظَهَرَ الْفَسَادُ فِِ الْبَِٰ وَالْبَحْرِ بِاَ كَسَبَتْ ايَْدِى النَّاسِ ليُِذِيْ قَهُمْ 
 بَ عْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُوْنَ 

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 

karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan 

kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar 

mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (QS.30:41)13 

Beberapa ayat di atas terlihat jelas bahwa Allah SWT 

melarang hambanya berbuat kerusakan di muka bumi, seperti 

perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Di samping itu, 

tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan penegakan syariat 

yaitu menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), 

menjaga akal (hifz al-aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan 

menjaga harta (hifz al-mal). Dalam Islam perbuatan merusak 

lingkungan merupakan ulah perbuatan manusia sendiri dalam 

kehidupan, sedangkan larangan merusak lingkungan dengan 

tegas terdapat dalam Al-Qur’an, sebagaimana telah dijelaskan 

dalam fiqh lingkungan (fiqh Al-Biah) yaitu setiap perbuatan 

yang merusak lingkungan dilarang. Imam al-Mawardi 

mengatakan bahwa tindak pidana adalah segala larangan syara’ 

yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir.14 

 
13Tim Penerjemah, Program Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: 

Kementrian Agama RI, 2019). 
14 Nurul Irfan dkk, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah 2014), 182. 
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Pasal 162 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Undang-Undang 

Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa setiap orang yang 

merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari 

pemegang usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan 

khusus dikenakan sanksi denda atau hukuman penjara. Pasal ini 

memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam 

menyatakan pendapat atau bentuk pengawasan terhadap 

perusahaan dihambat, seharusnya peraturan tersebut lebih 

mengakomodir hak-hak masyarakat untuk memperjuangkan 

hidupnya. 

Dalam realitanya Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

menjadi sarana kriminalisasi yang dilakukan oleh negara yang 

kontradiksi dengan tujuan daeri penerapan pidana tersebut. 

Dalam catatan Walhi selama 2021 dari 58 kasus kriminalisasi, 

52 % merupakan kasus di sektor pertambangan, setidaknya 

telah ada 21 orang warga yang mengalami kriminalisasi dengan 

menggunakan Pasal 162 Undang-Undang Mineral dan 

Batubara, dan lebih dari 11 juta hektar ruang hidup dan wilayah 

kelola rakyat dijarah oleh investasi pertambangan.15 

 
15 WALHI, ”Menuju Dua Tahun UU Minerba: Pulihan Warga Dikriminalisasi, 

Jutaan Hektar Lahan Dijarah” https://www.walhi.or.id/menuju-2-tahun-uu-

minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah, diakses 14 

Mei 2024. 

https://www.walhi.or.id/menuju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah
https://www.walhi.or.id/menuju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah
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Dari semua hal di atas dapat peneliti simpulkan bahwa 

perbuatan penyalahgunaan Pasal 162 Undang-Undang Mineral 

dan Batubara dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro 

Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn telah menimbulkan tindak 

pidana atas dasar kriminalisasi terhadap masyarakat yang 

mempunyai hak atas kerusakan lingkungan hidup di kawasan 

penduduk warga masyarakat desa sumuragung. Karena 

kebijakan kriminalisasi atas dasar tindak pidana pada Pasal 162 

terhadap masyarakat sangat mengganggu kedamaian dan 

ketentraman masyarakat desa sumuragung. Sebagaimana telah 

diketahui, perusahaan tidak berhak mendzalimi pribadi 

masyarakat jika kepentingan individu itu tidak menimbulkan 

ancaman terhadap hak-hak orang lain maupun masyarakat. Di 

samping itu, tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan 

penegakan syariat yaitu menjaga agama (hifz al-din), menjaga 

jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-aql), menjaga 

keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga harta (hifz al-mal). Oleh 

karena itu, pemberian tindak pidana Pasal 162 Undang-Undang 

Mineral dan Batubara perlu adanya kajian ulang oleh 

pemerintah agar tidak menjadi pasal karet dan alat sebagai 

bentuk ancaman mengkriminalisasi masyarakat setempat 

pertambangan akibat unjuk rasa mereka dengan cara merintangi 

dan menghalangi akses pertambangan akibat dampak kerusakan 

lingkungan hidup yang perusahaan lakukan.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

tindak pidana pada Pasal 162 Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Undang-Undang Mineral dan Batubara (Studi Putusan 

Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN 

Bjn). maka dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa 

kesimpulan, yaitu: 

1. Dasar pemidanaan dalam Pasal 162 UU Minerba (Studi 

Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 

132/Pid.Sus/2023/PN Bjn. Kebijakan legislasi yang justru 

merubah hakikat nilai moralitas hak-hak dasar masyarakat. 

Hak berpendapat dalam memperjuangkan hak masyarakat 

secara kolektif ialah nilai dan hak-hak dasar yang harus 

dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Justru hal ini 

menjadi konsen yang dilindungi oleh teori liberal 

individualistik, dan tidak dapat dibenarkan negara 

melakukan kriminalisasi atas dasar Pasal 162 UU Minerba 

tersebut. Dalam kerangka tujuan pemidanaan kebijakan 

kriminalsiasi dalam menetapkan perbuatan kejahatan 

sebagaimana dimaksud Pasal 162 UU Minerba telah 

kehilangan makna dan tujuan (disorientasi) dari esensi 



107 

 

 

tujuan pemidanaan yang sesuai dengan prinsip nilai, prinsip 

kemanfaatan, dan prinsip kemanusiaan. 

2. Perspektif hukum pidana islam terhadap pemidanaan pada 

Pasal 162 UU Minerba (Studi Putusan Pengadilan Negeri 

Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn). Perbuatan 

penyalahgunaan pengelolaan perusahaan pertambangan 

yang membuat dampak kerusakan lingkungan hidup, jika hal 

tersebut dikaitkan serta berpedoman dengan Al-Qur’an dan 

Maqasid al-Syariah jelas telah diatur mengenai lingkungan 

hidup dimana manusia harus berakhlak yang baik dan 

menjaga lingkungan serta menyadari hakikat dan ketaatan 

manusia itu terhadap penegakan syariat yaitu menjaga 

agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga 

akal (hifz al-aql), menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan 

menjaga harta (hifz al-mal). Sanksi pidana pada Putusan 

Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN Bjn tentang Pasal 162 yang 

diberikan berupa ta’zir yang mana hukuman dan aturan 

tersebut menimbulkan kriminalisasi terhadap masyarakat 

setempat area pertambangan yang terkena dampak akibat 

kerusakan lingkungan. 

 

B. Saran 

Kebijakan legislasi dalam membentuk undang-undang 

ketika ingin merumuskan norma pidana seharusnya dengan 
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menggunakan pendekatan rasional dan pendekatan kebijakan 

(sistem). Tidak hanya dilakukan dengan cara persial. Rasional 

dalam arti berdasarkan pada dalil dasar pemilihan teori 

kriminalisasi yang tepat. Melalui pendekatan kebijakan 

mengarah pada tujuan dan prinsip-prinsip hak dasar warga 

negara. Sehingga, tidak akan menimbulkan kebijakan 

kriminalisasi yang tidak tepat sebagaimana putusan Pengadilan 

Negeri Bojonegoro Nomor: 132/Pid.Sus/2023/PN BJn yang 

dirumuskan pada Pasal 162 Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara. 

 

C. Penutup 

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT. 

Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan 

Nabi kita Muhammad SAW. Syukur Alhamdulillah, akhirnya 

penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. 

Penulis sadar akan adanya kesalahan dan kekurangan 

dalam penyusunan skripsi ini dan masih terlampau jauh dari 

kesempurnaan, namun penulis sudah berusaha semaksimal 

mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu kritik dan 

saran sangat penulis harapkan demi perbaikan selanjutnya. Dan 

penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dan memberikan motivasi serta materi dalam 

penyelesaian skripsi ini.
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https://blokbojonegoro.com/2023/09/14/gruduk-pn-bojonegoro-warga-baureno-gunung-dihabiskan-warga-mau-dipenjarakan/
https://blokbojonegoro.com/2023/09/14/gruduk-pn-bojonegoro-warga-baureno-gunung-dihabiskan-warga-mau-dipenjarakan/
https://www.kompas.id/baca/ilmupengetahuanteknologi/2022/03/09/uu-minerba-digunakan-untuk-mengkriminalisasi-masyarakat
https://www.kompas.id/baca/ilmupengetahuanteknologi/2022/03/09/uu-minerba-digunakan-untuk-mengkriminalisasi-masyarakat
https://www.kompas.id/baca/ilmupengetahuanteknologi/2022/03/09/uu-minerba-digunakan-untuk-mengkriminalisasi-masyarakat
https://www.ekuatorial.com/2020/06/singkat-memahami-keberpihakan-ruu-minerba-pada-korporat/
https://www.ekuatorial.com/2020/06/singkat-memahami-keberpihakan-ruu-minerba-pada-korporat/
https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas
https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220929202935-12-854455/mk-tolak-uji-materi-uu-minerba-usai-hari-pertambangan-dan-energi
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220929202935-12-854455/mk-tolak-uji-materi-uu-minerba-usai-hari-pertambangan-dan-energi
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220929202935-12-854455/mk-tolak-uji-materi-uu-minerba-usai-hari-pertambangan-dan-energi
https://www.walhi.or.id/menuju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah
https://www.walhi.or.id/menuju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah
https://www.walhi.or.id/menuju-2-tahun-uu-minerba-puluhan-warga-dikriminalisasi-jutaan-hektar-lahan-dijarah
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Nama Lengkap  : Salma Kurniyadi Pamungkas 

NIM    : 2002026113 

Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 07 Juli 2001 

Agama   : Islam 

Alamat   : Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Alamat Email  : salmapamungkas86@gmail.com  

Riwayat Pendidikan : 

1. MI Al-Iman Semarang  

2. MTS Walisongo Ponorogo  

3. MA Walisongo Ponorogo  

4. UIN Walisongo Semarang 

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat sebenar-benarnya 

dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

Semarang, 06 Juni 2024 

Penulis 

 

 

Salma Kurniyadi Pamungkas 

NIM. 2002026113 


